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Abstrak
Posyandu Lansia merupakan  program  kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan lansia.Di Kota Cirerbon tahun 2013 hanya 49,29%lansia yang terlayani, masih dibawah target 70%. Tujuan penelitian ini menjelaskan Implementasi program posyandu lansia.
Penelitian ini kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi danwawancaramendalam menggunakan pedoman wawancara. Penelitian dilakukan terhadap 4 puskesmas, informan utamanya pelaksana program, informan triangulasi kepala Puskesmas dan koordinator posyandu lansia
Hasil penelitian implementasi program posyandu lansia menunjukkan adanya perbedaan, tingginya cakupan dikarenakan petugas lansianya aktif, komunikasi dengan lintas program maupun dengan masyarakat baik, lansianya rata-rata berpendidikan SMA keatas, kader posyandu lebih dari 2 orang,ada bantuan dana perelek/kenclengan.Rendahnya cakupan dikarenakan: petugasnya kurang aktif, komunikasi dengan lintas program maupun dengan masyarakat kurang, lansianya rata-rata berpendidikan rendah, kurang  dukungan pejabat setempat, kader posyandu hanya 2 orang. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan belum tertulis di Puskesmas,sumber daya  petugas khusus posyandu lansia saat ini belum ada, anggaran untuk posyandu lansia kurang, belum memilki tempat untuk pelaksanaan posyandu, peralatan untuk pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi kualitas, ATK dan formulir kurang.Komunikasi yang dilakukan DKK secara komprehensif sekali setahun dengan metode paparan.Karakteristik badan pelaksana meliputi:penyusunan tim kerja/struktur organisasi program,alur pelayanan posyandu secara tertulis belum ada.Petugas belum melaksanakan program sesuai standar. Koordinator posyandu lansia belum melakukan monitoring, pengawasan kepala puskesmas kurang. Lingkungan politik sosial dan ekonomi:keterlibatan stakeholder dalam posyandu  kurang optimal dan belum terkoordinasi.Jejaring pelaksanaan program belum terbentuk.
Dapat disarankan untuk implementasi program posyandu: agar ada komitmen Kepala Puskesmas, DKK, petugas dan stakeholder untuk bersama-sama  mengkaji penerapan posyandu lansia.
Kata kunci          : Implementasi, Posyandu lansia.

Abstract

	Elderly integrated health service post had been a government program for elderly health care. Cirebon in 2013 had only 49.29% elderly accommodated in the program, below the 70% target. The purpose of this research was to observe the implementation of the program.
This was a qualitative research, the data was collected by detail observation and interview method. Conducted in 4 public health services, the prime informants were program functionaries while the triangulation informants were the head of public health services and the program coordinators.
 (
1
)This research showed that there were differences in the program implementation in each public health service. Well-performed functionary, Good communication with community and inter-program, well-educated patient, adequate number of program functionary assistant (more than 2), additional funds from community charity was factor that triggered the high coverage of the program. While the factors that triggered low coverage of the program: inactive functionary, the lack communication with community and inter program, low educated patient, less support from government official, and inadequate number of program functionary assistant (2 or less), undocumented basic measurement and direction of the program policy, unavailability of the program functionary, lack budget of the program, unavailability space for the program, inadequate equipment, lack of stationery and sheet. Regional Health Department arranged meeting once a year with explanation method. Functionary board characteristic covered: workforce team/organization structure program arrangement, undocumented care center service blueprint. There was also unstandardized performance by functionary, lack supervision from public health service and the program coordinators. Political, social and economic scope: uncoordinated and lack of stakeholder involvement in the program.
It could be suggested, that the head of public health service, Regional Health Department, program functionary and stakeholder should arrange coordination to evaluate the implementation of the program.
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Pendahuluan
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup (UHH). Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk menyebabkan jumlah penduduk usia lanjut terus meningkat dari tahun ketahun. 1
Di Indonesia populasi lansia terus meningkat yaitu sekitar 10% dari jumlah penduduk.2 Meningkatnya usia harapan hidup (UHH) memberikan suatu  gambaran kesehatan yang merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah telah mencanangkan Hari Lanjut Usia Nasional tanggal 29 Mei 1996 dan visi Indonesia Sehat 2010. 
Untuk meningkatkan UHH sangat terkait dengan pembinaan penduduk usia lanjut. Dengan masuknya seseorang pada umur lansia akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi. 
Kualitas hidup penduduk lanjut usia umumnya masih rendah. Kondisi ini dapat terlihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan angka butu huruf lanjut usia. Sebagian besar penduduk lanjut usia tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD. perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 17,32 % berbanding 42,07 %. Tidak berbeda dengan angka buta huruf penduduk secara keseluruhan.3
Dari sisi kualitas hidup, selain pendidikan penduduk lanjut usia juga mengalami masalah kesehatan, Data menunjukkan bahwa ada kecenderungan angka kesakitan lanjut usia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentunya harus mendapat pehatian berbagai pihak. Lanjut usia yang sakit-sakitan akan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah, sehingga akan menjadi beban dalam pembangunan. Oleh sebab itu, kita harus menjadikan masa lanjut usia menjadi tetap sehat, produktif dan mandiri. Hal ini tidak akan tercapai bila kita tidak mempersiapkan masa lanjut usia sejak usia dini.
Mengingat kondisi dan permasalahan lanjut usia seperti diuraikan sebelumnya, maka penanganan lanjut usia harus menjadi prioritas karena permasalahannnya terus berpacu dengan pertambahan jumlahnya. Dan diperlukan adanya kebijakan pelayanan kesehatan untuk usia lanjut,  perhatian khusus baik pemerintah, lembaga masyarakat maupun masyarakat itu sendiri.4 Pembinaan lansia ini sangat dibutuhkan, bila permasalahantersebut  tidakdiantisipasi dari  sekarang, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa proses pembangunan akan mengalami berbagai hambatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tingkat umur harapan hidup (UHH) yang sudah ditargetkan. Berkaitan dengan hal-hal diatas pemerintah Republik Indonesia mencanangkan dibentuknya Posyandu lansia pada tahun 1998. DiKota Cirebon mulai posyandu lansia dibentuk tanggal29 Mei tahun 2000.
Menurut Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia, Komisi Nasional Lanjut Usia tahun 2010 disebutkan bahwa pos pelayanan terpadu (posyandu) lanjut usia adalah suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia dimasyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitik beratkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif. Disamping pelayanan kesehatan, di posyandu usia lanjut juga dapat diberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, keterampilan, olahraga dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu mereka dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri.
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di posyandulansia dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang, antara lain ; tempat kegiatan (gedung, ruangan), meja, kursi, alat tulis, buku pencatat kegiatan, timbangan dewasa, pengukur tinggi badan, tensi meter dan stetoskop, peralatan laboratorium sederhana, thermometer dan KMS lansia.
Diharapkan program posyandu lansia dapat terimplementasi dengan baik sehinggatujuan tersebut dapat tercapai, namun menurut penulis implementasi program posyandu lansia belum berjalan sesuai dengan harapan. Di kota Cirebon Umur harapan hidup periode 2011-2012 sebesar 68,52 tahun. UHH yang paling rendah ditemukan dikecamatan Pekalipan Kota Cirebon adalah 67,34 tahun.6.
Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon pada tahun 2012 terdapat kenaikan sasaran lansia yang sangat signifikan yaitu 58% dengan jumlah sasaran lansia sebanyak 22.543 jiwa, yang terlayani kesehatannya hanya sejumlah 11.092 jiwa yaitu 49%.7 Cakupan tersebut masih dibawah indikator yang telah ditetapkan yaitu  70%. Keadaan tersebut juga menunjukan bahwa cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut masih dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas kesehatan Jawa barat.
Strata/peringkat yang tertinggi dicapai oleh Puskesmas Jagasatru  dengan strata “Purnama” sedangkan yang terendah di Puskesmas Kesambi strata “Pratama”, untuk strata mandiri belum ada. 
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif kualitatif, bersifat eksploratif sehingga mampu menggali lebih dalam mengenai permasalahan penelitian dan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan/implementasi program Posyandu Lansia di kota Cirebon.
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di 4 Puskesmas di Wilayan Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Pemilihan Puskesmas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon tahun 2013  Puskesmas yang merupakan lokasi penelitian adalah:Puskesmas Pegambiran, Gunungsari, Pekalangan, Jagasatru.
Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara mendalam dan observasi dan data sekunder melalui telaah dokumen.Setelah pengumpulan data selesai dilaksanakan maka data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi.
Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas, Kepala Puskesmas, Koordinator lansia tentang program posyandu lansia.
Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
Semua informan menyatakan bahwa tujuan posyandu, bagus untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, memberikan pelayanan paripurna, mengetahui sedini mungkin penyakit lansia meningkatkan peran serta masyarakat dan diharapkan bisa meningkatkan Umur Harapan Hidup(UHH), hal ini sesuai dengan kutipan berikut.
	Kotak8
“Tujuannya bagus agar dapat membina lansia, meningkatkan kualitas hidup lansia meningkatkan peran serta masyarakat. Kalau lansia sehat tentu umur harapan hidupnya meningkat. Tapi sayang belum ada rumusannya atau pedomanya yang tertulis”.IU4


Demikian pula dengan pencatatan dan pelaporan seluruh informan utama menyatakan sudah membuat laporan setiap bulannya sesuai dengan blangko yang diberikan Dinas Kesehatan juga belum mempunyai SOP danbelum dilakukan evaluasi oleh dinas karena koordinatornya baru dan belum pernah  dilatih juga belum pernah memegang program posyandu lansia sehingga beliau tidak tahu tupoksinya. Seharusnya untuk menempatkan seseorang sebagai koordinator harus dilihat dari pengalamannya, kompetensinya, juga harus sudah ikut pelatihan program tersebut, semua informan mengatakan target baru hanya jumlah kunjungan lansia ke posyandu yaitu 70% dari jumlah lansia yang ada dan deteksi dini risti lansia 30% dari jumlah lansia, secara keseluruhan variabel ukuran dasar dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan program posyandu di kota Cirebon belum optimal pelaksanaannya.
Penyebab ketidak optimumannya aplikasi ukuran dasar dan tujuan kebijakan adalah: petugas tidak memahami cara membuat, maksud serta tujuan/pentingnya SOP, pedoman pelaksanaan posyandu, juklak/juklis, target dan indikator diberikan kepada petugas pada saat awal posyandu dicanangkan saja, sedangkan kepada petugas pengganti tidak diberikan dan tidak ada serah terima antara petugas lama dengan baru serta hasil training/pelatihan yang didapat petugas tidak disosialisasikan kepada petugas lain 
Sumber DayaProgram Posyandu Lansia di Kota Cirebon.
Seluruh informan mengatakan bahwa jumlah petugas yang ada tidak mencukupi dan tidak memenuhi kwalitas karena belum mengikuti pelatihan tentang posyandu lansia, juga beban kerja petugas yang masih merangkap. Kepala puskesmas juga mengakui bahwa petugas lansia mempunyai tugas rangkap sama dengan petugas lain serta dana tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan program posyandu lansia, anggaran yang diusulkan tidak sesuai perencanaan dana yang tersedia baru terbatas pada dana PMT untuk lansia.Sarana dan Prasarana untuk fasilitas kegiatan, semua informan utama menyatakan bahwa fasilitas/alat-alat yang tersedia untuk pelaksanakan program posyandu belum mencukupi, hal tersebut senada dengan pernyataan semua informan trianggulasi yang menyatakan fasilitas-fasilitas/alat-alat yang digunakan dalam kegiatan tidak mencukupi dan tidak memenuhi kualitas, tempat untuk pelaksanaan posyandu masih bergabung dengan posyandu balita dan belum mempunyai tempat posyandu sendiri.
	Kotak 19
“Tidak mencukupi semua, apalagi kualitasnya sangat kurang dan posyandu lansia masih bercampur dengan posyandu balita ”. IU4


Begitu juga dengan pemenuhan media KIE, semua informan utama dan informan trianggulasi mengatakan bahwa medianya sangat minim, hanya berupa lembar balik dan famflet-famflet dari DKK..
Kotak 20
“Media KIE punyanya hanya lembar balik,selalu dipakai diposyandu untuk konseling lansia yang lain dari itu kami belum punya “.TR2
Disamping sumberdaya manusia, dana dan media KIE yang tidak menunjang kegiatan posyandu lansia juga tidak tersedianya KMS lansia, buku register lansia, ATK, peralatan tensi, alat laboratorium sederhana seperti yang disampaikan oleh semua informan utama. 
Turunnya suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya, sedangkan   dalam kebijakan mengenai posyandu lansia ini tidak demikian sehingga sulit untuk diharapkan mencapai target yang sudah ditentukan. Dari uraian diatas didapatkan bahwa variabel  Sumberdaya program posyandu lansia kota Cirebon dilihat dari aspek SDM, anggaran, sarana dan parasarana belum tercukupi. 
Komunikasi dalam program posyandu lansia
Dari hasil wawancara yang didapatkan dari semua informan utama mengatakan belum dapat sosialisasi tentang cara pelaksanaan posyandu lansia dan pencapaian target masing masing posyandu, Seperti yang dikatakan oleh informan berikut ini.
	Kotak22
“Mengadakan pertemuan diundang ke DKK semua petugas lansia,metodenya   demo cara senam lansiadan paparan pencapaian cakupan masing-masing Puskesmas, tidak rutin dan tidak terjadwal paling 2 kali dalam 1 tahun yang kami perlukan sebenarnya cara pelaksanaan posyandu yang sesuai pedoman dan indikator posyandu”IU2


Dalam hal komunikasi ini kepala Puskesmas selaku informan trianggulasi menyampaikan tanggapannya sebagai berikut.
	Kotak 23
“Untuk sosialisasi, setiap tahun ada pertemuan di Dinas Kesehatan disitu   disosialisasikan tentang posyandu lansia dan program yang lainnya. Biasanya melalui rapat atau pertemuan  pakai paparan. Kebanyakan tentang laporan cakupan tentang program lansia. Yang diperlukan sebenarnya cara pelaksanaan posyandu yang sesuai pedoman.” TR1


Komunikasi tentang implementasi program posyandu lansia ini seharusnya tidak hanya memberikan informasi tentang target dan jumlah lansia ke posyandu lansia saja, namun ukuran dasar dan tujuan kebijakan juga harus diimformasikan. Selama ukuran dasar dan tujuan kebijakan belum dirumuskan dengan jelas pelaksanaan program posyandu lansia tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu seharusnya komunikasi dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh koordinator posyandu lansia maupun kepala puskesmassupervisi dari koordinator disampaikan bersamaan dengan supervisi program lainnya tidak bersifat khusus. Secara keseluruhan variabel komunikasi dalam program posyandu lansia DKK Cirebon sangat kurang. 
Penyebab tidak berjalannya komunikasi dengan baik adalah: karena koordinator lansia baru, posyandu lansia bukan program unggulan maka masalah komunikasi juga tidak mendapat perhatian yang serius termasuk penyediaansarana komunikasi.Komunikasi yang baik bisa merupakan suatu motivasi, dapat mendorong perasaan untuk berpartisipasi dan akan lebih banyak menarik perhatian terhadap pekerjaan.
Karakteristik Badan Pelaksana Program Posyandu Lansia
Dari hasil wawancara dengan informan, 3 dari 4 informan utama menyatakan bahwa pembentukan tim keja dan struktur organisasi seharusnya dilakukan melalui musyawarah selanjutnya dibuatkan ketetapan dalam bentuk SK yang diterbitkan oleh kepala Puskesmas, namun sampai saat ini belum ada SK nya.
	Kotak 27
“Penyusunan tim kerja atau struktur organisasi seharusnya dengan musyawarah,kita undang rapat kelurahan,RW,kader,LSM dengan kepala Puskesmas,petugas gizi dan petugas BP untuk membuat  SK yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas dan RW seperti struktur program posyandu balita tapi sampai saat ini belum dibuat ”.IU2


Hal itu senada dengan yang di ucapkan oleh informan trianggulasi kepala puskesmas sebagai berikut.
	Kotak 28
“Penyusunan tim kerja di musyawarahkan bersama dengan stakeholder terkait. Yang terlibat petugas program yang berhubungan dengan masyarakat antara lain program PHN,Promkes,Binwil,lintas sektornya kader, RW, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan harus dibuat kan SK nya yang ditandatangani oleh Kapus dan RW tapi kami belum melaksanakan nya, belum ada SK tim kerja maupun struktur posyandu di sini”TR2


Pembentukan struktur organisasi dan tim kerja  dalam mengimplementasikan program seharusnya melibatkan semua unsur yang akan terlibat dalam implementasi program posyandu nantinya. Dengan adanya struktur organisasi akan dapat dilihat posisi tiap bagian, wewenang dan tanggung jawab serta jalur tanggung gugat disesuaikan dengan sistim penugasan yang digunakan dalam organisasi.8Koordinasi pelaksana dalam mengimplementasikan  kebijakan   diperlukan untuk menyatukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan bersama. hasil wawancara dengan informan utama disimpulkan bahwa koordinasi mutlak harus dilakukan baik dalam lintas program maupun dalam lintas sektor dan harus ditegaskan dalam bentuk SK yang ditanda-tangani oleh Kepala Puskesmas dan Ketua RW. 
	Kotak 29
“Koordinasinya, dengan lintas program yang ada di puskesmas. Kalau lintas sektornya dengan kelurahan, RW, kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang membuat SK petugas tapi dengan cara musyawarah,kemudian di SK kan ditandatangani oleh kepala Puskesmas untuk lintas program, kalau lintas sektor oleh RW dan kepala Puskesmas”IU4.


Prinsip-prinsip koordinasi adalah adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.Hasil wawancara semua informan  menyatakan bahwa tugas didelegasikan kepada petugas Gizi, bagi yang menerima pendelegasian tugas ini 3 dari 4 informan menyatakan bahwa harus ada surat tugas dari kepala puskesmas sedangkan satu lainnya menyatakan cukup lisan saja seperti pernyataan berikut ini.
	Kotak 34
“Saya titipkan ke Binwil buk (petugas yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat yang ada di wilayah RW tersebut)sebaiknya ada surat tugasnya dari kepala Puskesmas”.IU1
“Dititipkan ke Binwil buk atau kepetugas gizi sebaiknya ada surat tugasnya dari kepala Puskesmas”.IU4


Semua informan mengatakan  koordinator lansia belum pernah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan posyandu, seperti yang disampaikan berikut ini.
	Kotak 35
“Sampai saat ini Dinas (koordinator lansia) tidak ada tuh melakukan monitoring terhadap pelaksanaan posyandu dan pengawasan dari Kapus juga tidak ada mungkin sibuk”.IU1
“Koordinator lansia belum melakukan monitoring dankepala puskesmas belum pernah melakukan pengawasan, mungkin tidak ada uangnya kali ya buk”IU4


Dari informan trianggulasi didapatkan informasi bahwa monitoring memang tidak pernah dilakukan, tapi sewaktu petugas yang lama monitoring selalu dilakukan.
	Kotak 36
“Koordinator yang baru ini belum pernah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan posyandu, tapi dulu sewaktu dipegang oleh koordinator yang lama monitoring selalu dilakukan”.TR3


Menurut analisa peneliti penyebab belum diaplikasikannya variabel karakteristik badan pelaksana adalah: tidak ada komitmen yang tegas baik dari DKKmaupun steak holder dalam implementasi program posyandu lansia, serta kurangnya dukungan terutama pada wilayah yang cakupannya rendah. Akhirnya program posyandu lansia hanya suatu program yang berjalan tanpa ada yang mengkoordinir, tidak ada kesepakatan kerja yang jelas yang mengakibatkan program posyandu lansia ini berjalan seadanya. Seharusnya DKK Cirebon membuat pembagian tugas dan wewenang yang jelas baik secara administratif maupun teknis dan diadopsi oleh puskesmas disesuaikan dengan situasi puskesmas masing-masing. 
Lingkungan Politik, Sosial dan Ekonomi
Dari 4 informan 2 informan utamamenyatakan bahwa kepala puskesmas belum secara maksimal menunjukkan dukungannya terhadap program posyandu lansia dan dukungan pihak lain dalam hal ini baru sebatas kerjasama dengan RW dan bantuan dari kader posyandu setempat seperti kutipan dibawah ini. 
Kotak37a
“Tanggapan kepala puskesmas…ada niat sih untuk menggalakkan secara bertahap dan tidak memaksa,kami belum ada kerjasama dengan pihak lain,hanya baru kader posyandu”.IU1
Sedangkan 2 informan utama lainnya menyatakan bahwa Kepala Puskesmas sangat mendukung  terhadap kegiatan pelaksanaan program posyandu lansia dan ada dukungan pihak lain dalam bentuk kerjasama dengan RW,ibu PKK dan bantuan dari kader posyandu setempat.
Kotak 37b
“Kepala puskesmas mendukung dan memotivasi petugas untukkegiatan pelaksanaan program posyandu lansia,kerjasama kami dengan pihak lainada yaitu dengan  kader posyandu, RW dan ibu PKK”.IU3
“Tanggapan kepala puskesmas, kami diminta melaksanakan semaksimal mungkin program posyandu lansia, serta RW dan masyarakat sangat antusias sekali”.IU4
Pengaruh tingkatsosial ekonomi dan politik pada angka cakupan kesakitan dari data semua informanmenyatakan bahwa lansia dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah lebih jarang datang ke posyandu dibandingkan dengan lansia dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh lansia yang tingkat ekonominya rendahmereka lebih disibukkan dengan usaha memenuhi kebutuhan ekonomi seperti berjualan.
	Kotak 39a
“Ya begini buk, diwilayah kami lansianya kebanyakan pendidikan rendah tidak mengerti hidup sehat dia sibuk bekerja jadi pembantu dan jualan sayur keliling ya jarang ke posyandu, dampaknyacakupan kunjungan lansia rendah”.IU1
“Kebetulan ya bu wilayah kami ada ditengah kota, masyarakatnya berpendidikan minimal tamat SMP, kebanyakan masyarakatnya pada mampu, anak-anaknya juga pada berhasil, semua pekerjaannya dikerjakan pembantu, lansianya banyak waktu kosong jadi rajin datang ke posyandu“.IU3


Daripernyataan semua informan didapatkan bahwa lingkungan sosial  pendidikan dan ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap cakupan kunjungan lansia, Seharusnya kegiatan pelayanan untuk usia lanjut dapat dilakukan oleh petugas posyandu lansia, petugas kesehatan  terkait, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, keluarga usia lanjut ataupun usia lanjut sendiri, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Semua stakeholder, harus mau bersungguh-sungguh untuk terlibat dalam mendukung program posyandu lansia. 
Semua informan menyatakan dukungan dana untuk pelatihan tidak ada, tapi untuk refresh ada sekali setahun dalam bentuk rekreasi bersama petugas dan kader posyandu dukungan dana nya dapat dari dana BOK dan kas RW.
Kotak 43.
“Kalau untuk pelatihan tidak ada buk, tapi untuk refresing ada sekali setahun, bersama dengan kader posyandu balita dan lansia, serta semua petugas Puskesmas dananya dari kas RW,kas Puskesmas dan tambahan dari dana BOK” IU1
“Dukungan dana untuk pelatihan barangkali tidak ada, makanya petugas belum dilatih, kalau untuk refresh ada sekali setahun berbentuk rekreasi”.TR2
Secara keseluruhan aspeklingkungan ekonomi, sosial dan politik didapatkan bahwa linkungan ekonomi sosial dan politik sangat berpengaruh terhadap hasil cakupan.
Sikap pelaksana dalam implementasi program posyandu lansia
Dari 2informan utama menyatakan bahwa program posyandu lansia  ini cukup bagus untuk dilaksanakan, tapi untuk melaksanakannya sesuai ketentuan agak sulit,alasannya karena kurang tenaga dan dana. 

Kotak 44.a
“Cukup bagus, tapi tidak bisa dilaksanakan sesuai pedoman yang ada dibuku ini,posyandu lansia tidak punya dana dan saya juga memegang program lain, yakin..seyakin-yakinnya kalau posyandu benar di jalankan sesuai dengan buku pedoman ini, pasti bisa meningkatkan umur harapan hidup, sangat efektif sekali buk dilaksanakan di RW-RW”.IU1
“Tanggapan petugas cukup respon, penerapannya saya rasa belum sesuai pedoman,  karena petugasnya belum khusus masih memegang program lain, juga belum dilatih dan saya yakin kalau posyandu lansia ini benar dijalankan sesuai pedoman dan petugasnya dilatih dahulu sebelum ditugaskan, sarana parasarana nya dicukupi pasti bisa meningkatkan cakupan kunjungan lansia dan target kota Cirebon umur harapan hidup 78 tahun akan tercapai, memang harusnya di RW mbak, mendekatkan diri kemasyarakat.”TR2
Sedangkan 2 informan lain menyatakan mereka melaksanakan posyandu lansia sesuai standar dan pedoman pelaksanaan posyandu lansia, mereka juga optimis program posyandu bisa meningkatkan kesehatan lansia walaupun tenaganya kurang dan belum dilatih.
	Kotak 45.b
“Program posyandu lansia bagus mbak, kami usahakan kegiatannya disesuaikan dengan ketentuan harus yakin kalau mau berhasil programnya. Posyandu lansia memang seharusnya ada di setiap RW agar lansia gampang mendatanginya”.IU3
“Tanggapan petugas terhadap kegiatan posyandu ini positif penerapannya sesuai dengan pedoman posyandu lansia, saya yakin bahwa program ini bisa meningkatkan kesehatan lansia karena terdeteksi secara dini penyakit-penyakit lansia. Kegiatan posyandu di RW sangat efektif karena langsung ke masyarakat lansia”.TR4


Dari hasil penelitian diatas didapatkan bahwa sikap petugas yang aktif dalam melaksakan program menghasilkan cakupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan petugas yang tidak aktif.Seharusnya kalau petugas itu respon terhadap program posyandu lansia pasti tidak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan ketentuan walaupun memegang tugas lain. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan, sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.4
Untuk meningkatkan kunjungan di posyandu lansia 2 informan utama dan informan trianggulasi menyatakan bahwa usaha yang dilakukan berupa kerja sama dengan  lingkungan dan kader ditempat posyandu dilaksanakan, antara lain melalui pengumuman speaker Masjid, bekerja sama dengan petugas BP mengadakan pengobatan dan pemeriksaan gratis untuk lansia.Dalam hal penyusunan rencana kerja kedua informan utama  mengatakan bahwa mereka baru mempunyai rencana kerja pribadi belum mempunyai rencana kerja khusus program posyandu lansia.
	Kotak 46.a
“Untuk meningkatkan kunjungan lansia dilakukan kerja sama dengan  lingkungan melalui pengumuman speaker Masjid untuk mengingatkan/memberi tahu hari H posyandu, rencana kerja saya punya, itu dipampangkan dipapan, tapi rencana kerja khusus untuk posyandu lansia belum ada”.IU1
“Bersama kader petugas mencari lansia atau mendata lansia door to door sekalian mengingatkan hari posyandu setiap bulannya tanggal berapa. Sehari sebelum hari posyandu petugas mengingatkan  lansia atau keluarganya bahwa besok ada posyandu kadang-kadang lewat kader atau diumumkan di Masjid, pada hari H nya diumumkan lagi lewat pengeras suara mesjid. Kalau rencana kerja khusus lansia tidak ada kayaknya sih,tapi rencana kerja petugas ada yang diketahui oleh saya”.TR1


Selanjutnya 2 informan utama menyatakan sudah melakukan kerja sama dengan  lingkungan dan kader dimana posyandu akan dilaksanakan dengan cara pengumuman speaker Masjid dan bekerja sama dengan petugas BP mengadakan pengobatan gratis untuk lansia. Informan juga mengatakan bahwa mereka mempunyai rencana kerja program posyandu lansia.
	Kotak 46.b
“Kerja sama dengan  lingkungan dan stakeholder, mengajak lansia untuk aktif keposyandu,selain itu upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan konseling terpadu, mengajak dokter hadir diposyandu untuk pemeriksaan pasien yang sakit, mengatur menu sesuai dengan kondisi lansia yang datang, membuat PMT bervariasi tidak monoton serta melaksanakan senam lansia.Rencana kerja saya punya, itu dipampangkan dipapan”.IU3


Dalam hal ini kepala Puskesmas juga menyampaikan bahwa usaha meningkatkan kunjungan masing–masing petugas berbeda-beda  langkah-langkahnya. Informan juga menyatakan petugasnya  mempunyai rencana kerja seperti kutipan berikut.
	Kotak 47
“Melaksanakan konseling terpadu bersama  petugas Promkes, PHN, dokter Puskesmas serta meningkatkan menu PMTnya dan diadakan senam lansia sekali seminggu. Upaya yang sudah dilakukan petugas lansia mendata lansia door to door sekalian mengingatkan hari posyandu setiap bulannya tanggal berapa dan jadwal posyandu ditempelkan ditempat pelaksanaan posyandu, pada hari Hnya di umumkan lagi lewat pengeras suara mesjid.Rencana kerja petugas lansia ada, dibuat setiap bulannya ”.TR3


Hasil penelitian diatas menunjukkan usaha yang dilakukan petugas dalam melaksanakan program posyandu sangat berpengaruh terhadap hasil cakupan yang dicapai. Secara teori langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah kunjungan lansiaselain upaya tersebut diatas dilakukan motivasi dengan cara penyuluhan sesuai dengan kebutuhan lansia sehingga dia tertarik untuk datang ke posyandu dan mengerti tentang  mafaatnya posyandu, kita ajak lansia berperan aktif dalam kegiatan posyandu lansia, kerja sama dengan stakeholder terkait ditingkatkan,Sikap petugas yang baik, lansia cenderung untuk selalu hadir atau mengikuti kegiatan yang diadakan di posyandu lansia.Semua petugas posyandu lansia harus mempunyai rencana kerja untuk pelaksanaan program posyandu lansia agar tujuan tercapai.
Sikap pelaksana belum optimal dalam mendukung implementasi posyandu menurut peneliti disebabkan oleh karena: ketidak jelasannya ukuran dasar dan tujuan kebijakan, adanya ketimpangan dalam pemberian insentif terhadap pemegang program posyandu lansia, kurangnya penekanan baik dari Dinas maupun kepala Puskesmas serta kurangnya kompetensinya petugas.Dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh informan utama maupun informan trianggulasi dapat dijelaskan bahwa ada keterkaitan antar keenam faktor tersebut.
Simpulan
Sampai saat ini belum ada rumusan tertulis untuk ukuran dasar dan tujuan kebijakan posyandu lansia baik dalam bentuk aturan pelaksanaan maupun indikator keberhasilan dan target pelaksanaan posyandu lansia.Sumber daya manusia petugas khusus posyandu lansia saat ini belum ada, masih memegang tugas rangkap. Anggaran untuk program posyandu lansia di kota Cirebon kurang, sarana para saranabelum memilki tempat khusus untuk pelaksanaan posyandu lansia termasuk fasilitas peralatan,  alat untuk pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi kualitas, ATK dan formulir tidak ada.Komunikasi petugas posyandu lansia belum mendapatkan  sosialisasi teantang cara pelaksanaan posyandu lansia. Evaluasi paska pelatihantidak ada karena petugas belum satupun yang mendapat pelatihan, supervisi disampaikan tidak bersifat khusus.Karakteristik Badan Pelaksana tim kerja/struktur organisasi,alur pelayanan posyandu lansia belum ada, pengawasan/monitoring pelaksanaan posyandu lansia  kurang optimal.Karakteristik badan pelaksananya tidak jelas, koordinator ada tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lingkungan politik sosial dan ekonomi, stakeholder belum secara maksimal mendukung program, kondisi ekonomi/pendidikan lansia sangat mempengaruhi kehadiran lansia diposyandu, jejaring pelaksanaan program posyandu lansia belum terbentuk dan terkoordinir, sikap pelaksana, ada perbedaan hasil cakupan dari petugas yang serius dengan yang tidak.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Kependudukan dan Kesehatan

Kota  Cirebon  terletak di daerah Pantai Utara Propinsi Jawa Barat bagian Timur. Secara Geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108,33 dan 6,41 Lintang Selatan pada Pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Luas wilayah administrasi  37,35 Km2. Kota Cirebon beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 240 C - 330C dan banyaknya curah hujan adalah 2.751 mm/tahun. 

        Gambar 4.1
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	Kota Cirebon terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, dimana Kecamatan Harjamukti mempunyai wilayah kerja paling luas 47,15% sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Pekalipan 4,17%, dengan wilayah kecamatan mencakup kelurahan:

a. Kecamatan Kejaksan terdiri dari Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kesenden, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kebon Baru;

b. Kecamatan Kesambi terdiri dari Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan karyamulya, Kelurahan Drajat;

c. Kecamatan Pekalipan terdiri dari Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Pekalangan.

d. Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari Kelurahan Kesepuhan, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Lemahwungkuk.

e. Kecamatan Harjamukti terdiri dari Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapii, Kelurahan Larangan, Kelurahan Argasunya, Kelurahan Kalijaga.

Keadaan Penduduk / Pendidikan

Kota Cirebon berpredikat Kota Sedang, berdasarkan angka Badan Statistik Propinsi Jawa Barat tahun 2012 penduduk di Kota Cirebon mencapai 301.720 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 151.273 jiwa dan perempuan 150.447 jiwa. 	Berdasarkan data BPS tahun 1996 – 2006, Pada tahun 1996 – 1997 kota Cirebon mengalami resesi ekonomi kemudian bisa bangkit kembali yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Namun pada periode-periode berikutnya tahun 2008 – 2010 kembali mengalami resesi yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi semakin lama semakin jauh meninggalkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon. 

Pendidikan

Pengetahuan yang didapat melalui pendidikan sangat berkonstribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu factor pencetus (predisposing) yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat. Upaya pendidikan di Kota Cirebon pada saat ini terus ditingkatkan, Tahun 2012 angka melek huruf Kota Cirebon adalah 99,27% dari jumlah penduduk yang ada. 

2. Kebijakan Pembangunan dan Pelayanan  Kesehatan di Kota Cirebon

Visi kota Cirebon adalah “Terwujudnya Kota Cirebon Yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau Tahun 2018 disingkat “Terwujudnya Kota Cirebon yang RAMAH Tahun 2018”  sedangkan visi Dinas Kesehatan Kota Cirebon “Terwujudnya Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan Menuju Kota Cirebon Yang Regilius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH)”  sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota Cirebon tahun 2010 sampai 2014, untuk mewujudkan visi kota Cirebon pemerintah kota Cirebon menyusun misi yang berkaitan dengan visi Dinas Kesehatan Kota Cirebon misi yaitu:

a. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius

b. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi kelembagaan pemerintah kota yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN.

c. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

d. Meningkatkan kuatlitas sumber daya manusia Kota Cirebon pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

f. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup 

3. Pelayan Kesehatan di Puskesmas

Pada tahun 2012 jumlah puskesmas yang ada dikota Cirebon ada 22 Puskesmas dan 212 posbindu (posyandu lansia), serta 3 Puskesmas yang telah melaksanakan santun Lansia.Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada pasal 19, bahwa kesehatan manusia usia lanjut diarahkan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan dan kemampuannya agar tetap produktif, serta pemerintah membantu penyelenggaraan upaya kesehatan lanjut usia untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.Maka efektifitas dan efisiensi dalam pembinaan kesehatan usia lanjut perlu lebih ditingkatkan.

4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di 4 Puskesmas di Wilayan Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Pemilihan Puskesmas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon tahun 2012 tentang persentasi lansia yang dibina (yang dilayani) di Posyandu lansia. 4 Puskesmas yang merupakan lokasi penelitian adalah :

· Puskesmas Pegambiran

· Puskesmas Gunungsari

· Puskesmas Pekalangan

· Puskesmas Jagasatru

Sebagai gambaran umum pada 4 Puskesmas yang merupakan lokasi penelitian tersebut dapat dilihat pada Table 4.1. dibawah ini. 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di  Puskesmas/ Posyandu Wilayah Kota Cirebon



		No

		Nama Puskesmas

		PKM1

		PKM 2

		PKM 3

		PKM 4



		1.

		Jumlah Dokter

		2

		3

		2

		3



		2.

		Jumlah Perawat

		5

		6

		4

		4



		3.

		Jumlah Bidan

		6

		7

		5

		6



		4.

		Jumlah Tenaga Kesehatan lain meliputi :

· Farmasi

		



1

		



2

		



1

		



1



		

		· Kesmas

		2

		1

		1

		1



		

		· Sanitasi

		1

		1

		1

		1



		

		· Gizi

		1

		1

		1

		1



		

		· Laboratorium

		1

		1

		1

		1



		

		· Teknisi Medis

		-

		-

		-

		-



		

		Jumlah seluruh tenaga kesehatan

		18

		21

		15

		17



		5.

		Tenaga Non Kesehatan

		3

		4

		3

		3



		6.

		Petugas Posyandu Lansia

		1

		1

		1

		1



		7.

		Jumlah Lansia

		1984

		2388

		1287

		903



		8.

		Jumlah cakupan lansia yang dibina 

		1084

(55%)

		1222

(51%)

		842

(65%)

		790

(87%)



		

		· Lansia yang beresiko

		342

		386

		110

		290







Dari Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah tenaga dokter antara  2 - 3 Orang  setiap puskesmas. Untuk tenaga perawat rata-rata sekitar 5 Orang setiap puskesmas, sedangkan tenaga bidan rata-rata 4 Orang. Petugas posyandu lansia 1 Orang yang dengan basic pendidikan perawat/bidan.

Pada saat pengumpulan data Desember 2013 semua puskesmas mempunyai petugas posyandu lansia tetapi tidak satupun yang sudah pernah dilatih tentang posyandu lansia.

Jumlah lansia paling banyak terdapat di Puskesmas Gunungsari (PKM2) dengan jumlah lansia 2388 Orang, yang dibina baru 1222 atau 51% dan merupakan cakupan terendah,  lansia yang beresiko paling tinggi juga terdapat di wilayah Puskesmas Gunungsari yaitu sejumlah 386 Orang.

Jumlah lansia yang paling sedikit di wilayah Puskesmas Jagasatru (PKM4) dengan jumlah lansia 903 Orang, yang dibina 790 atau 87% dan merupakan cakupan tertinggi,  dengan lansia yang beresiko tinggi sejumlah 290 Orang. Dari  tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian target yang dibina 64,5%.

B. Gambaran Program Posyandu Lansia di Kota Cirebon

Pemerintah Republik Indonesia mencanangkan dibentuknya posyandu lansia termasuk di Kota Cirebon pada tahun 1998. Data pemantauan pelaksanaan posyandu lansia di Kota Cirebon pada tahun 2012 posyandu lansia dilaksanakan pada 22 Puskesmas dengan 221 Posyandu lansia. Cakupan lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 11.112 lansia dari 22.543  lansia atau 49,29%. Pencapaian tersebut masih jauh dibawah target standar pelayanan minimal (SPM) yaitu 70%. 

C. Karakteristik Informan

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan program posyandu lansia,informannya antara lain

a. Informan Utama

Informan utama pada penelitian ini adalah bidan/perawat penanggung jawab Posyandu lansia yang berada di Puskesmas Wilayah Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang berjumlah 4 orang. Pendidikan formal petugas D3 kebidanan dan D3 keperawatan. Untuk masa kerja informan rata-rata 3,5 tahun. Adapun karakteristik informan utama dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Karakteristek Informan Utama Wilayah Dinas 

Kesehatan Kota Cirebon…………



		No

		Inisial

		Asal Puskesmas

		Pendidikan Terakhir

		Usia

(th)

		Masa Kerja di Posyandu lansia

		Tahun Pelatihan



		1.

		R1

		Pkm 1

		Akper

		35

		3 tahun

		Belum pelatihan



		2

		R2

		Pkm 2

		D3 Kebidanan

		30

		5 tahun

		Belum pelatihan



		3

		R3

		Pkm 3

		D3 Kebidanan

		32

		4 tahun

		Belum pelatihan



		4

		R4

		Pkm 4

		D3 Kebidanan

		25

		2 tahun

		Belum pelatihan





b. Informan trianggulasi

Informan trianggulasi terdiri dari 4 orang kepala puskesmas yang merupakan pimpinan dari informan utama. 1 orang Koordinator posyandu lansia di Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 54 tahun.Semua informan trianggulasi kepala Puskesmas pendidikan S1,koordinatotor Posyandu Lansia D3 Kebidanan dan masa kerja rata-rata 14 tahun,kecuali koordinator lansia baru 1 tahun Berikut ini karakteristik informan Trianggulasi.

Tabel 4.3. Karakteristek Informan Trianggulasi Wilayah Dinas 

  Kesehatan Kota Cirebon…….......

.

		No

		Inisial

		Asal Puskesmas

		Pendidikan Terakhir

		Usia

(th)

		Masa Kerja (th)

		Keterangan



		1

		TR1

		Pkm 1

Ka puskesmas

		S1 Kesehatan masyarakat

		54

		34

		



		2

		TR2

		Pkm 2

Ka.puskesmas

		S1 (FKG)

		40

		10

		



		3

		TR3

		Pkm 3

Ka puskesmas

		S1 (FK)

		42

		12

		



		4

		TR4

		Pkm 4

Ka puskesmas

		S1(FK)

		44

		14

		



		5

		TR5

		Koordinator program lansia

		D3 Kebidanan

		25

		1

		Sebagai koordinator lansia







D. Analisis Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini bertujuan mencari informasi melalui wawancara dan observasi lansung terhadap pelaksanaan program posyandu lansia di Kota Cirebon. Variable dalam penelitian ini merujuk pada teori impelmentasi Van Meter dan Van Horn. Adapun hasil penelitian terhadap variable tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Ukuran dasar dan tujuan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan dalam bentuk dokumen resmi semacam juklak juklis, surat edaran, SOP, target pembinaan usia lanjut, pencatatan /pelaporan dan evaluasi. Aspek ukuran dasar dan tujuan kebijakan di Posyandu yang ada di DKK Cirebon dapat dilihat dari petugas yang mengerti atau tidak tujuan dari Posyandu lansia, mempunyai Juklak juklis, Pedoman, SOP dan target, serta sejauh mana evaluasi kegiatan dan pencatatan/  pelaporan program posyandu lansia.  Semua informan menyatakan bahwa. tujuan posyandu, bagus untuk meningkatkan kualitas hidup lansia,memberikan pelayanan paripurna,mengetahui sedini mungkin penyakit lansia meningkatkan peran serta masyarakat dan diharapkan bisa meningkatkan Umur Harapan Hidup(UHH), hal ini sesuai dengan kutipan

		Kotak1

“Tujuannya bagus agar dapat membina lansia,meningkatkan kualitas hidup lansia    meningkatkan peran serta masyarakat.Kalau lansia sehat tentu umur harapan hidupnya meningkat.Tapi sayang belum ada rumusanya atau pedomanya yang tertulis”.IU4

“Pedoman yang tahu persis pemegang program ya mbak.Untuk tujuan posyandu lansia menurut saya memang bagus ,lansianya merasa dianggap,tidak merasa terbuang,merasa masih produktif,mereka semangat dengan adanya posyandu,tapi sayang belum ada tujuan dan pedoman yang tertulis,saya sendiri juga belum pegang”.TR2





Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebenarnya mereka memahami tujuan dilaksanakan posyandu lansia, walaupun informan belum mempunyai  rumusan tujuan dan standar/.pedoman pelaksanaan posyandu lansia secara tertulis.

Demikian pula dengan pencatatan dan pelaporan seluruh informan utama menyatakan sudah membuat laporan setiap bulannya sesuai dengan blangko yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Cirebon, yang terlibat dalam pencatatan adalah kader dan binwil , untuk pembuatan laporan adalah petugas lansia,tetapi petugas belum mengetahui  standar yang seharusnya laporan tersebut.hal ini sesuai dengan kutipan berikut

		Kotak 2

“Pertama penacatatan pengisian KMS dibantu oleh kader dan binwil  kemudian kita rekap tuh dan dikirim ke DKK. Yang terlibat sih yang jelas petugas lansia dan binwil, ngak tahu tuh yang benarnya bagaimana belum ada pengarahan dari dinasnya.IU1

Pencatatan dan pelaporan ada,yang terlibat dalam pencatatan dan pelaporan kader, binwil dan petugas lansianya,sesuai standar dari Dinas tapi kalau standar Depkes saya tidak paham buk ,karena saya belum baca juklis pedoman lansia”.TR3





Program posyandu lansia dikota Cirebon belum mempunyai SOP,ini dapat dilihat dari bagaimana penyusunan SOP oleh petugas maupun koordinator posyandu lansia ,didapatkan semua informan utama sampai saat ini belum punya SOP Program Posyandu Lansia, informan juga tidak bisa atau tidak mengerti cara membuat SOP hanya satu Puskesmas yang sudah mempunyai SOP.Tetapi semua informan tahu kalau dia bekerja harus ada SOP. Sesuai dengan kutipan berikut:

Kotak 3

“Harus ada SOP untuk pegangan petugas,,penyusunan SOP  belum ada buk belum dibuat tidak tahu caranya”.IU3

“Perlu lah untuk menuntun petugas dalam mengerjakan tugasnya,untuk sekarang petugas kami belum punya SOP.SOP baru mau dibuat petugas kami koordinasi dulu dengan dinas,patokannya dari dinas, ada dasarnya tidak bisa asal bikin  dan disesuai kan dengan kondisi dilapangan”.TR2

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Posyandu, SOP harus ada untuk memberi langkah-langkah dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan program posyandu lansia yang dibuat oleh petugas dan Kepala Puskesmas dengan merujuk pada buku pedoman Posyandu Lansia dan disesuaikan dengan situasi setempat.

Begitu juga dengan evaluasi sebagian informan utama menyatakan belum pernah ada evaluasi yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota yang terkait dengan program posyandu lansia,sebagian lagi menyatakan ada evaluasi tapi belum maksimal.karena petugasnya baru, sesuai kutipan berikut:

Kotak 4 

“Evaluasi ada, ada, tapi belum optimal..,evaluasinya hanya hasil cakupan aja dalam pertemuan tahunan. Standarnya dari hasil cakupan yang dibina dengan target yang telah ditetapkan dinas.Pencapaian cakupannya masih kurang”.IU3

“Ditahun 2013 ini,tidak ada evaluasi,karena koordinator posyandu lansia   pensiun,yang baru belum ada yang tetap. Biasa standarnya dari hasil cakupan yang dibina dengan target yang telah ditetapkan dinas.Perbandingan nya untuk cakupan yang dibina lumayan”.IU4

.Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan sudah dijalankan  seharusnya  koordinator yang dibebankan tugas harus sudah mengerti dan sudah terlatih tentang program:

Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinator posyandu lansia tidak melakukan evaluasi hal ini disebabkan karena koordinatornya baru dan belum pernah  dilatih, Kekurangan yang lain untuk koordinator yang baru yaitu koordinator Ini belum pernah memegang program posyandu lansia sehingga beliau tidak tahu tupoksinya. Seharusnya untuk menempatkan seseorang sebagai  koordinator harus dilihat dari pengalamannya, kompetensinya, juga harus sudah ikut pelatihan program tersebut, oleh karena itu dia harus tahu indikator dan target dari program tersebut untuk instrumen evaluasi.

Hasil pengamatan dari sisi aspek ukuran dasar dan tujuan   program posyandu lansia yang dijalankan terhadap 3 informan utama  menyatakan bahwa target/indikator sudah ditentukan oleh dinas Kesehatan, bukan Puskesmas atau petugas yang menentukan.  yang menjadi target baru hanya jumlah kunjungan lansia ke Posyandu yaitu 70% dari jumlah lansia yang ada dan deteksi dini risti lansia 30% dari jumlah lansia, satu informan mengatakan belum ada target dan indikator yang pasti.  

Dalam hal ini seharusnya dapat dilihat dan diketahui apa yang menjadi target/indikator, berapa target yang harus dicapai dalam posyandu lansia Kota Cirebon,. Target posyandu lansia selain dari jumlah kunjungan dan  deteksi dini risti ada target cakupan pemeriksaan laboraturium sederhana, cakupan hasil pemeriksaan, cakupan lansia yang mengikuti konseling. Indikator posyandu lansia adalah frekuensi  pertemuan atau pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun, kehadiran kader, cakupan pelayanan kesehatan dan kegiatan penunjang lain: seperti senam lanjut usia, pengajian, diskusi atau pertemuan ceramah, usaha ekonomi produktif dan rekreasi(1). Semua informan juga mengatakan bahwa indikator atau target perlu ditetapkan secara tertulis sehingga ada pemicunya dan mendapat perhatian dari kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas  juga mengatakan bahwa sebaiknya ada target atau indikator agar petugas merasa ada tekanannya. Menurutnya, petugas akan mendahulukan program yang ada targetnya sebagaimana komentar pada kotak berikut

		Kotak 5

“Perlu target lah mbak, selama ini program lansia tidak ada tekanan dan batasannya tidak jelas asal jalan saja.Kita akan mendahulukan program yang ada pressurenya,misal nya targetnya 80,100 harus bisa dicapai berapa lama..itu untuk lansia ini tidak ada”.TR1

“Indikator atau target sudah ditentukan oleh Dinas,bukan kita yang menentukan,yang menjadi target adalah jumlah kunjungan lansia,target yang harus dicapai tahun 2012 kalau ngak salah 60%,tahun 2013 juga sekitar segitu, saya tidak begitu paham mbak”.IU1

“ Indikator atau target sudah ditentukan oleh Dinas,bukan kita yang menentukan,yang menjadi target adalah jumlah kunjungan lansia dan diteksi dini.Target yang harus dicapai tahun 2012 kalau ngak salah 70%,deteksi dini 30% untuk tahun 2013 juga sekitar segitu, belum ada target yang pasti.IU4

“Saya kira perlu untuk memberikan motivasi, dari DKK memang belum mensosialisasikan target, terkesan tenang –tenang saja, tidak seperti program lain yang dikejar-kejar,jadi saya agak kendor”.TR2





Seharusnya target/indikator harus jelas, tertulis dan dalam bentuk keputusan yang pasti yang ditandatangani oleh bagian atau fungsi yang bertanggung jawab terhadap program posyandu ini. Dengan demikian semua yang terlibat dengan kegiatan program posyandu lansia mempunyai ketentatuan indikator dan target yang sama sehingga program ini bisa berjalan lebih dinamis dan efektif.

Kesulitan atau kendala yang dihadapi petugas dalam  pelaksanaan posyandu lansia dari aspek ukuran dasar dan tujuan kebijakan dari informan menyatakan  : tidak mempunyai SOP, pedoman posyandu lansia dan belum ada taget yang pasti. kegiatan posyandu lansia berjalan apa adanya dengan segala keterbatasan yang ada, sesuai dengan kutipan berikut. 

		Kotak 6

“Kendala nya target dan pedoman belum jelas,seharusnya ditentukan targetnya secara tertulis dan petugas lansia dilatih dahulu,sarananya juga  kurang lengkap,ya terpaksalah jalan apa adanya saja”. IU1

“Kendalanya kami sebagai petugas lansia belum dilatih dan kurangnya dukungan dari kepala Puskesmas.Untuk mengatasi masalah tersebut,kami ya,,,terpaksalah jalan apaadanya”.IU2

“Kendalanya tidak ada pedoman dan target yang pasti. Sampai sa’at ini memang petugas lansia kami belum ada pelatihan  sehingga kami tidak bisa berbuat dan berharap banyak terhadap petugas yang ada sekarang ini” ...Tr1.

“Kendalanya sampai saat ini target dan pedoman belum ada dari dinasnya. Petugas sering berganti-ganti  dengan alasan antara lain pindah ikut suami, pensiun, mutasi ke Puskesmas lain”.TR2





Dalam menjalankan program seharusnya petugas mempunyai pedoman, SOP, dan target untuk menuntun petugas dalam menjalankan tugasnya termotivasi dan tidak ragu-ragu dalam melakukan kegiatan posyandu lansia hal bisa didapatkan dalam pelatihan maupun sosialisasi dari Dinas yang selama ini belum dijalankan secara maksimal.

Secara keseluruhan variabel ukuran dasar dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan program posyandu di kota Cirebon dilihat dari aspek petugas yang mengerti atau tidak tujuan dari Posyandu lansia, mempunyai Juklak juklis, pedoman, SOP dan target, serta sejauh mana evaluasi kegiatan dan pencatatan/pelaporan, semuanya itu belum optimal pelaksanaannya.

Ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan hal dasar untuk melaksanakan variabel-variabel yang lain.Secara konseptual , ukuran dasar dan tujuan kebijakan dibidang kesehatan biasanya merupakan standar pelayanan minimal.Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai. Dalam pelaksanaan SPM Bidang kesehatan untuk jangka waktu tertentu ditetapkan target pelayanan yang aka dicapai.yang merupakan spesifikasi peningkatan kinerja pelayanan yang harus dicapai dengan tetap berpedoman pada standar teknis yang ditetapkan guna mencapai status kesehatan yang diharapkan. Seharusnya DKK Cirebon sebagai pelaksana program pemerintah didaerah bisa menentukan ukuran dasar dan tujuan kebijakan implementasi posyandu lansia. Adanya ukuran dasar dan standar kebijakan dapat membantu untuk mengevaluasi dan membuat langkah selanjutnya, apakah posyandu lansia dibiarkan saja kondisinya seperti ini atau bisa dijalankan dengan beberapa revisi.

Pemahaman kepala puskesmas,petugas tentang ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Petugas posyandu lansia mungkin gagal dalam melaksanakan implementasi posyandu lansia karena ketidak jelasan ukuran dasar dan tujuan kebijakan.

2. Sumber daya program posyandu lansia di Kota Cirebon.

Sumber daya dalam dimaksudkan meliputi:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan jumlah petugas, mencukupi apa tidak, kualitas petugas, mengikuti pelatihan apa saja yang menunjang pelaksanaan posyandu lansia, bagaimana beban kerja petugas,kendala yang dihadapi dan penanggulangannya.

SDM di program posyandu lansia kota Cirebon dilihat dari penyedian SDM seperti jumlahnya mencukupi atau tidak untuk petugas pelaksana, menunjukan bahwa SDM tidak mencukupi, kualitas kurang dan belum terlatih.  Seluruh informan mengatakan bahwa jumlah petugas yang ada tidak mencukupi, dan tidak memenuhi kwalitas karena belum mengikuti pelatihan tentang posyandu lansia, pelatihannya baru berupa panduan senam lansia. sebagaimana komentar dibawah ini.

		Kotak 7



“Petugasnya perlu ditambah buk, kualitasnya,,, kurang memenuhilah buk, kitakan belum pernah ikut pelatihan apapun tentang lansia”.IU1

“Tidak mencukupi ,saya memegang beberapa program, kualitas jelas belum memenuhi sarat karena belum ikut pelatihan posyandu  lansia,baru senam lansia”.IU4

“Ia memang tidak mencukupi dan belum dilatih, seharusnya hal ini merupakan tanggung jawab dari Ka. Bid Kesehatan Keluarga di DKK”TR1

“Petugas yang dilatih sudah pindah, petugas yang ada sekarang belum ikut pelatihan, kalau beban kerja di Puskesmas………. Jika dihitung dengan rumus  atau mengacu struktur organisasi yang berlaku jumlah pegawai yang ada sekarang kurang, yang mengakibatkan beban kerjanya tumpang-tindih ,tidak memungkinkan bila masing-masing petugas memegang satu program”TR2





Demikian juga beban kerja petugas yang masih merangkap. Kepala puskesmas juga mengakui bahwa petugas lansia mempunyai tugas rangkap sama dengan petugas lain tidak mungkin kalau tidak merangkap tugas, karena tidak ada tenaga lagi harusnya tenaga itu banyaknya di Puskesmas jangan  di Dinas saja,Puskesmas itu kan ujung tombak kesehatan yang terdepan,sesuai dengan kutipan berikut.

		Kotak 8



“Repot buk,, karena memegang 2 program ,,,,kalau hanya memegang program Posyandu lansia saja sih pasti tercapai targetnya,tapi sayakan juga harus di MTBS juga .ya dijalankan aja sesuai kemampuan”.IU3

“Petugasnya kurang,Idealnya Puskesmas mempunyai tenaga 60 sampai 80 orang. Petugas lansia ini memegang 2 program yaitu program Posyandu lansia dan KB,kalau kualitas bagus, dedikasinya ada,hanya dia belum ikut pelatihan posyandu lansia”.TR4

“Petugas kurang,harusnya tenaga itu banyaknya di Puskesmas jangan  di Dinas saja,Puskesmas itu ujung tombak kesehatan yang terdepan,Penanggulangan nya dan pengaturan tenaga,terpaksa tugas rangkap,disini setiap petugas memegang 2 program atau lebih”.TR2





Dalam kegiatan posyandu lansia ini seharusnya petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program tidak merangkap (tidak diberi tanggung jawab program lain), disamping itu petugas lansia tersebut sudah harus mendapatkan pelatihan atau dilatih terlebih dahulu oleh DKK sebelum ditugaskan sebagai petugas lansia.Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kualitas jasa menjadi buruk adalah dukungan sumber daya manusia yang kurang memadai. (24)

b. Anggaran 

Anggaran meliputi sumber dana, mencukupi apa tidak, sesuai perencanaan tidak,  pertanggung jawabannya dan kendala yang dihadapi. Dari hasil wawancara dengan informan utama, semua informan  menyatakan bahwa dana tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan program posyandu lansia, anggaran yang diusulkan tidak sesuai perencanaan sehingga kegiatan program posyandu tidak bisa dilaksanakan semuanya, dana yang tersedia baru terbatas pada dana PMT untuk lansia. Sumber dana baru dari Dinas Kesehatan (APBD). Pertanggung jawabannya ke DKK berbentuk kuitansi bahan PMT yang dibeli.

Kotak 9

“Anggaran Posyandu tidak mencukupi buk,sumber dari Dinas Kesehatan,hanya dalam bentuk PMT yang sangat minim sekali, tidak sesuai lah dengan perencanaan,pertanggung jawabannya ke Dinas berbentuk kuitansi pembelian bahan untuk PMT,yang masak itu sukarela kader.Ada juga dana dari masyarakat dari  perelek tapi itu tidak rutin”.IU3

“Tidak mencukupi,sumber dari Dinas Kesehatan,hanya dalam bentuk PMT untuk lansia,belum mempunyai  perencanaan, pertanggung jawabannya ke Dinas berbentuk kuitansi pembelian bahan untuk PMT ,kalau biaya untuk masak itu sukarela kader”.IU4

Hal tersebut juga didukung oleh informan trianggulasi (Kepala Puskesmas dan koordinator lansia) yang memberi jawaban sama yaitu anggaran tidak mencukupi sehingga agak kesulitan dalam pelaksanaan program posyandu lansia  seperti dikatakan berikut ini.

		Kotak 10



“Anggaran Posyandu tidak mencukupi,sumber dananya dari APBD hanya dalam bentuk PMT untuk lansia  sedikit  hanya 30,000 rupiah, tidak ada dana khusus untuk posyandu lansia,pertanggung jawabannya ke Dinas berbentuk kuitansi pembelian bahan untuk PMT”.TR1

“Anggaran kurang baru dalam bentuk PMT,untuk sekarang naik jadi 150.000 rupiah perbulan. Tidak ada transport petugas, Untuk 2014 akan ada dana untuk lansia selain PMT.Sumber dananya dari APBD,mencukupi kalau untuk PMT saja,  belum ada dana khusus,mudah-mudahan tahun ini janji pak wali terealiasasi ,pertanggung jawabannya ke DKK dalam bentuk SPJ”.TR4





Biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup dalam arti dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan.(25)  Petugas posyandu juga sudah berinisiatif dalam mengatasi kekurangan dana untuk PMT menurut semua informan adalah dengan cara bekerja sama dengan petugas bagian gizi dan kader posyandu.sedangkan kepala Puskesmas berinisiatif menggunakan dana BOK dan  mengajak masyarakat untuk berpatisipasi dalam mengatasi kekurangan dana .

		Kotak 11



“Dana sangat kurang sekali,sehingga kami tidak bisa melakukan penyuluhan gizi dengan contoh bahan yang sebenarnya. Penanggulangannya kerja sama dengan petugas gizi dan kader.pernah juga kami menganjurkan masing-masing lansia datang membawa sayuran mentah.”IU2

“Dana sangat minim,tidak ada transport, PMT ala kadarnya,tidak ada ransangan/motivasi untuk lansia datang keposyandu. Penanggulangannya kerja sama dengan kader posyandu”IU4

“Anggaran Posyandu tidak mencukupi,sumber dananya dari APBD hanya dalam bentuk PMT untuk lansia  sedikit  hanya 30,000 rupiah, tidak ada dana khusus untuk posyandu lansia,pertanggung jawabannya ke Dinas berbentuk kuitansi pembelian bahan untuk PM”.TR1

“ , Anggaran program posyandu kurang baru dalam bentuk PMT, untuk sekarang naik jadi 150.000 rupiah perbulannya,sudah turun desember ini dirapel 3 bulan untuk oktober,november dan desember,walikotanya kan baru semangat baru,katanya untuk 2014 akan ada dana untuk lansia selain PMT.Sumber dananya dari APBD,mencukupi kalau untuk PMT saja,  belum ada dana khusus,mudah-mudahan tahun ini janji pak wali terrealiasasi ,pertanggung jawabannya ke DKK dalam bentuk SPJ”.TR3





Untuk mendukung kegiatan Posyandu lansia ini seharusnya dana didapatkan disamping dari DKK (APBD) juga dari APBN atau sumberdana lainnya yang sudah dicadangkan oleh Pemerintah

c. Fasilitas fisik (Sarana dan Prasarana untuk fasilitas kegiatan)

Fasilitas fisik yang meliputi ketersediaan tempat dilaksanakan posyandu, peralatan untuk komunikasi (media KIE), peralatan untuk pemeriksaan kesehatan, ATK, formulir pencatatan dan pelaporan, KMS lansia dan obat-obatan.

Sarana Prasarana (fasilitas-fasilitas/alat-alat) yang digunakan dalam kegiatan program posyandu lansia di Kota Cirebon dilihat dari tempat pelaksanaan posyandu, ATK, media KIE, KMS lansia, buku register lansia dan alat pemeriksaan kesehatan, dari semua informan utama menyatakan bahwa fasilitas/alat-alat yang tersedia untuk pelaksanakan program posyandu belum mencukupi, hal tersebut senada dengan pernyataan semua informan trianggulasi yang menyatakan fasilitas-fasilitas/alat-alat yang digunakan dalam kegiatan tidak mencukupi dan tidak memenuhi kualitas, tempat untuk pelaksanaan posyandu masih bergabung dengan posyandu balita dan belum mempunyai tempat posyandu sendiri.

		Kotak 12

“Tidak mencukupi .,tidak ada KMS, tensi pinjam sama BP alat dan reagent untuk pemeriksaan Lab tidak ada,timbangan ada tapi kualitasnya sangat kurang,buku register habis  dan belum ada tempat khusus posyandu lansia masih bercampur dengan posyandu balita.”…IU3

“Tidak mencukupi semua,apalagi kualitasnya sangat kurang dan posyandu lansia masih bercampur dengan posyandu balita ”..IU4

“ Untuk penyedian alat-alat belum mencukupi ,tidak ada alat dan reagent untuk pemeriksaan Lab,tensi rusak, tidak ada stetoskop, buku register,KMS,ATK habis,belum ada lagi dropingan dari dinas. tempat khusus posyandu lansia belum punya, masih bercampur dengan posyandu balita “TR1

“,,Kalau fasilitas ruangan,meja, korsi, timbangan, masih bergabung dengan posyandu balita, tensi meter rusak tapi bisa pinjam ke program lain,alat untuk pemeriksaan lab tidak ada,ATK dan KMS ada tapi jumlah tidak mencukupi juga kualitas nya kurang”,TR2





Fasilitas atau sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan kebijakan begitu juga dengan implementasi program posyandi di Kota Cirebon sarana dan prasarana yang sangat minimalis sekali sehingga kalau ini tidak ada peningkatan atau perubahan untuk melengkapi fasiltas ini adalah sangat sulit untuk mencapai target posyandu lansia atau sudah bisa diramalkan bahwa implementasi akan gagal.  .

Begitu juga dengan pemenuhan media KIE, semua informan utama dan informan trianggulasi mengatakan bahwa medianya sangat minim, hanya berupa lembar balik dan famflet-famflet dari DKK yang selalu dipergunakan di Posyandu, terdapat satu informan trianggulasi menyatakan kalau mau melakukan penyuluhan pinjam ke promkes.

Kotak 13



“Medianya sangat minim buk hanya lembar balik, kami belum punya mik dan halo-halo, alat praganya juga tidak ada, konseling baru face toface” .IU1

“Baru mempergunakan lembar balik,model makanan sehat ,konseling baru kami lakukan  face toface”.IU3

“Media KIE punyanya hanya lembar balik,selalu dipakai diposyandu untuk konseling lansia, yang lain dari itu kami belum punya “.TR2

“Media KIE punyanya lembar balik,selalu dipakai diposyandu untuk konseling lansia ,yang lain dari itu posyandu lansia tidak punya,tapi dipromkes banyak macamnya,petugas lansia suka pinjam kalau melakukan penyuluhan ,kadang-kadang promkes juga ikut melaksanakan penyuluhan”.TR3

Media KIE dapat mempermudah penyampaian informasi, menghidari kesalahan persepsi, memperjelas informasi dan memperlancar komunikasi, dengan kurangnya media KIE untuk program posyandu lansia di Kota Cirebon menyebabkan tidak efektifnya penyuluhan dan demonstrasi gizi. Media KIE untuk program posyandu lansia selain lembar balik juga seharusnya berupa poster, banner, alat praga menu seimbang, film, vidio dan selebaran-selebaran yang merupakan media promosi kesehatan untuk menampilkan pesan atau informasi tentang posyandu lansia sehingga lansia dan keluarga lansia dapat meningkatkan pengetahuannya dan memahami cara hidup sehat.

Disamping sumberdaya manusia, dana dan media KIE yang tidak menunjang kegiatan posyandu lansia. juga tidak tersedianya KMS lansia, buku registrasi lansia, ATK, peralatan tensi, seperti yang disampaikan oleh semua informan utama. Sementara ini penanggulangannya ditanggulangi oleh Kepala puskesmas dan petugas dengan meminjam tensi meter program lain dan memfoto copy KMS dan buku registrasi. 

		Kotak 14



“KMS lansia ,kartu lansia dan ATK habis belum ada droping lagi dari  DKK akhirnya KMS,kartu lansia kami fotocopy ,kalau fotocopy kan tidak berwarna buk ,kami minta ongkos fotocopynya dari bendahara Puskesmas yang sudah disetujui oleh kepala puskesmas “.IU1

“Tensi rusak, KMS lansia ,kartu lansia dan ATK habis belum ada,jadi kami pakai fotocopian  droping,jadi kami  lagi dari  DKK akhirnya KMS,kartu lansia pakai fotocopyan ,kalau fotocopy kan tidak berwarna buk ,dan tensi pinjam ke BP”.IU2

“KMS lansia ,kartu lansia dan ATK habis belum ada droping lagi dari  DKK akhirnya KMS,kartu lansia kami fotocopy ,DKK perlu menyediakannya ” .TR1

“Kendala yang dihadapi,  KMS lansia, kartu lansia habis,belum didroping lagi oleh Dinas, dan untuk pemerksaan gula darah, kolesterol, asam urat tidak punya,pada hal itu sangat penting sekali ada di Posyandu,Upaya dalam penanggulanganya yaitu kalau KMS dan kartu lansia di fotocopy dan alat untuk pemeriksaan lab tersebut kami beli dari dana BOK, untuk stiknya kami menarik bayaran pada lansia yang mampu tidak mahal asal bisa beli stik lagi dan gratis pada lansia yang miskin.subsidi silang gitu loh mbak”.TR2





Seharusnya setiap langkah untuk melakukan suatu implementasi kebijakan harus menyediakan/ melengkapi fasilitas (sarana prasarana) yang merupakan persyaratan mutlak. Dalam hal ini DKK secara berkesinambungan  harus memperhatikan dan menyediakan sarana prasarana posyandu lansia agar program posyandu lansia berhasil dan mencapai tujuan. 

Dari uraian diatas didapatkan bahwa variabel  Sumberdaya program posyandu lansia kota Cirebon dilihat dari aspek SDM, anggaran, sarana dan parasarana belum tercukupi. Sumberdaya menjadi satu hal dasar yang akan menghasilkan banyak pertimbangan untuk melaksanakan implementasi program posyandu(1). Implementasi tidak pernah terwujud dan akan gagal ketika tidak tersedia sumberdaya yang memadai.

3. Komunikasi dalam program posyandu lansia

Komunikasi dalam kegiatan suatu organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting agar semua informasi dapat sampai kepada seluruh yang membutuhkan dengan cepat dan jelas. Dengan komunikasi yang baik diharapkan semua program kerja bisa tersosialisasi dan diserap oleh seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaannya sehingga koordinasi bisa berjalan dengan baik.

Dalam hal komunikasi program posyandu lansia  penulis ingin mendapatkan masukan tentang bagaimana cara DKK Cirebon dalam menginformasikan/mensosialisasikan tentang program posyandu lansia. metode yang dipakai, isi informasi, informasi yang diperlukan, waktu, tempat, bentuk evaluasi pasca pelatihan, supervisi yang dilakukan dan  kendala yang ditemui dalam melakukan komunikasi posyandu lansia.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari semua informan utama mengatakan belum dapat sosialisasi tentang cara pelaksanaan posyandu lansia, baru senam lansia dan pencapaian target masing masing posyandu, metode yang digunakan paparan dan demo untuk senam lansia, pelaksanaannyapun tidak rutin dan tidak terjadwal dari DKK. Seperti yang dikatakan oleh informan berikut ini.

		Kotak15



“Mengadakan pertemuan diundang ke DKK semua petugas lansia,metodenya   demo cara senam lansia,dan paparan pencapaian cakupan masing-masing Puskesmas, tidak rutin dan tidak terjadwal paling 2 kali dalam 1 tahun, yang kami perlukan sebenarnya cara pelaksanaan posyandu yang sesuai pedoman dan indikator posyandu”IU2

“Kami diundang ke DKK semua petugas lansia,metodenya demo cara senam lansia,dan paparan pencapaian cakupan masing-masing Puskesmas,tidak rutin sih paling 2kali dalam 1 tahun, yang kami perlukan sebenarnya cara pelaksanaan posyandu yang sesuai pedoman dan target yang harus dicapai”.IU3





Dalam hal komunikasi ini kepala Puskesmas selaku informan trianggulasi menyampaikan tanggapannya sebagai berikut.

		Kotak 16



“Untuk sosialisasi, setiap tahun ada pertemuan di Dinas Kesehatan disitu   disosialisasikan tentang posyandu lansia dan program yang lainnya,Biasanya melalui rapat atau pertemuan,ya pakai paparan

Kebanyakan tentang laporan,cakupan tentang program lansia. Yang diperlukan sebenarnya cara pelaksanaan posyandu yang sesuai pedoman.” TR1

“Cara DKK mengsosialisasikan tentang pelaksanaan Posyandu dengan mengadakan pertemuan setiap triwulan bersamaan dengan evaluasi program,metode yang dipakai yaitu paparan,isi informasinya mengenai hasil cakupan masing-masing Puskesmas baru itu saja,Seharusnya selain cakupan yang dicapai juga ada indikator ,strata Posyandu ,dan langkah-langkah pelaksanaan posyandu itu yang diperlukan” TR2





Persyaratan utama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Semua kebijakan harus sampai kepada semua personil sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Agar komunikasi sampai kepada komuniken sesuai dengan harapan dan dapat berjalan dengan baik harus dilandasi oleh 3 hal penting yaitu : transmisi, konsistensi dan kejelasan. Dari hasil pengkajian lapangan dapat disimnpulkan bahwa ke 3 hal penting ini belum berjalan dengan baik, seperti transmisi dalam komunikasi antar koordinator dan petugas yang belum optimal, tidak konsisten dalam menyediakan media komunikasi, masih kurangnya komunikasi antar koordinator, kepala puskesmas dan petugas karena baru sebatas diundang ke DKK 2 (dua) kali dalam satau tahun. Dalam hal kejelasan juga harus ditingkatkan dengan memperbanyak juklak dan juklis dan menerbitkan media informasi yang lebih komunikatif.  

Komunikasi tentang implementasi program posyandu lansia ini seharusnya tidak hanya memberikan informasi tentang target dan jumlah lansia ke posyandu lansia saja, namun ukuran dasar dan tujuan kebijakan juga harus diimformasikan. Selama ukuran dasar dan tujuan kebijakan belum dirumuskan dengan jelas pelaksanaan program posyandu lansia tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu, seharusnya komunikasi dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh koordinator posyandu lansia maupun kepala puskesmas, misalnya dengan evaluasi dan supervisi secara periodik.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisma-mekanisme dan prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi atasan untuk mendukung pelaksana melakukan kebijakan berdasar ukuran dasar dan tujuan kebijakan secara konsisten.

Dalam siklus kegiatan organisasi yang baik seharusnya setiap kegiatan harus dilakukan evaluasi, termasuk dalam hal hasil pelatihan untuk petugas lansia. Semua informan yang diwawancara menyampaikan belum pernah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan, karena pelatihannya saja belum pernah didapat/dilakukan.

		Kotak  17

“Pelatihan saja kami belum pernah,ada evaluasi sih tapi tentang pencapaian cakupan,ya… 2 kali dalam setahun”.IU1

“Pelatihan saja kami belum pernah,ada evaluasi sih tapi tentang pencapaian cakupan,1 kali dalam setahun”.IU4

“Petugas kami belum pelatihan, ada evaluasi  tapi tentang pencapaian cakupan,6 bulan sekali”.TR1

“Petugas Posyandu lansia belum ikut pelatihan,Evaluasi program ada tentang pencapaian cakupan jumlah kunjungan lansia yang datang ke Posyandu 1kali triwulan”.TR2





Seharusnya komunikasi ini harus dipantau serta dievaluasi oleh petugas pembinaan di DKK  sebagai sumber informasi dan yang bertanggung jawab tentang keberhasilan program posyandu lansia ini.

Dalam hal supevisi didapatkan kesimpulan dari informan bahwa supervisi dari koordinator disampaikan bersamaan dengan supervisi program puskesmas lainnya dengan kata lain tidak bersifat khusus  yang mengesankan bahwa program posyandu lansia ini hanya sebagai program tambahan di Puskesmas, sehingga kesan ini membawa dampak yang kurang positif bagi petugas pelaksananya.

		Kotak 18

“Ada supervisi tapi tidak terjadwal,kadang kita tidak diberitahu terlebih dahulu, yang melakukan supervisi koordinator lansia dari di dinas,bersama-sama dengan koordinator  program yang lain yang disebut nya Bintek”.IU2

“Koordinator yang lama ada supervisi ,tapi yang sekarang belum pernah tuh”.IU3

“Koordinator yang lama ada suverpisi ,setelah dia pensiun,penggantinya belum pernah suverpisi dan juga belum ada Koordinator yang tetapdi Dinasnya”.TR3

“Koordinator yang lama suverpisi , dia pensiun,penggantinya belum pernah suverpisi dan juga belum ada Koordinator yang tetap”.TR4





Seharusnya DKK  atau penanggung jawab program di DKK menyadari hal ini dan berusaha meningkatkan atau mensosialisasikan bahwa program posyandu merupakan salah satu program utama dari Puskesmas yang penanganannya harus diperlakukan dengan program puskesmas lainnya.

Kendala yang dominan dalam hal komunikasi ini seperti yang disampaikan oleh semua informan meliputi: putugas belum dilatih, kurang komunikasi dengan stake holder,  termasuk sarana komunikasi yang tidak memadai, begitu juga dengan informan trianggulasi (kepala Puskesmas) seperti yang dikemukakan sebagai berikut.

		Kotak 19



“Kendala petugas belum dilatih ,hendaknya ada tindak lanjut dari dinas, selama ini terkesan dibiarkan”.TR1

“Kurangnya tanggapan dari stakeholder,jadi masyarakat masih beranggapan bahwa Posyandu itu punya Puskesmas (DKK),sehingga apa yang di sampaikan tentang kondisi Posyandu lansia di Rakor kelurahan kurang di respon oleh mereka.solusinya setiap rakor dibahas dan rapat musrenbank juga diajukan yang diadakan dikelurahan dan juga minta keterpaduaan dari beberapa OPD untuk memikirkan lansia”.TR2





Secara keseluruhan variabel komunikasi dalam program posyandu lansia dilihat dari  cara DKK Cirebon dalam menginformasikan/mensosialisasikan tentang program posyandu lansia. metode yang dipakai, isi informasi, informasi yang diperlukan, waktu, tempat, bentuk evaluasi pasca pelatihan, supervisi yang dilakukan dalam melakukan komunikasi posyandu lansia sangat kurang. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkan atau menyebar luaskannya..(17)   Komunikasi yang baik bisa merupakan suatu motivasi, dapat mendorong perasaan untuk berpartisipasi dan akan lebih banyak menarik perhatian terhadap pekerjaan.

4. Karakteristik badan pelaksana program posyandu lansia

Dalam hal ini penulis ingin mendapatkan informasi mengenai cara penyusunan tim kerja, struktur organisasi, koordinasi pelaksanaan program, alur pelayanan pertolongan terhadap lansia yang sakit, langkah-langkah pelaksanaan posyandu, cara-cara pendelegasian wewenang,cara pelaporan dan pencatatan kegiatan posyandu lansia serta kesulitan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

Dari hasil wawancara dengan informan, 3 dari 4 informan utama menyatakan bahwa pembentukan tim keja dan struktur organisasi seharus nya dilakukan melalui musyawarah dengan stake holder, selanjutnya dibuatkan ketetapan dalam bentuk SK yang diterbitkan oleh kepala Puskesmas, tapi sampai saat ini belum ada SK nya.

		Kotak 20



“Penyusunan tim kerja atau struktur organisasi seharusnya dengan musyawarah,kita undang rapat kelurahan,RW,kader,LSM dengan kepala Puskesmas,petugas gizi dan petugas BP untuk membuat  Sk yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas dan RW seperti struktur program posyandu balita , tapi sampai saat ini belum dibuat ”.IU2

“Penyusunan tim kerja ya dimusyawarahkan buk,kita undang rapat kelurahan ,RW,kader,bersama kepala Puskesmas dan teman-teman lintas program seperti petugas gizi,Lab,petugas BP dan binwil.Kita bentuklah struktur organisasi posyandu lansia,dan dibkini SK nya yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas dan RW , seharusnya begitu kan bu tapi kita belum”.IU3





Hal itu senada dengan yang di ucapkan oleh informan trianggulasi kepala puskesmas sebagai berikut

		Kotak 21

“Penyusunan tim kerja di musyawarahkan bersama dengan stakeholder terkait.yang terlibat petugas program yang berhubungan dengan masyarakat antara lain program PHN,Promkes,Binwil,lintas sektornya kader, RW, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan harus dibuat kan SK nya yang ditandatangani oleh Kapus dan RW,tapi kami belum melaksanakan nya ,belum ada SK tim kerja maupun struktur posyandu di sini”TR2

“Penyusunan tim kerja dengan cara musyawarah dirapatkan.yang terlibat petugas PHN, Promkes, Binwil,dari masyarakat kader, Rw,ibu PKK,tokoh masyarakat.Di bikin suatu tim posyandu lansia dengan strukturnya dan di SK kan  ditandatangani oleh RW dan Kapus, tapi kita belum punya”TR4





Pembentukan struktur organisasi dan tim kerja  dalam mengimplementasikan program seharusnya melibatkan semua unsur yang akan terlibat dalam implementasi program posyandu nantinya Unsur-unsur dalam pelaksanaan program posyandu seperti: koordinator program, kepala puskesmas, petugas kesehatan yang terkait sesuai tanggung jawabnya, petugas posyandu lansia, penanggung jawab wilayah dan jajarannya (Lurah, RW, RT, ibu-ibu PKK), tokoh masyarakat, LSM, keluarga usia lanjut ataupun usia lanjut sendiri dan harus tertulis berupa SK yang dikuat kan oleh tanda tangan kepala puskesmas dan aparat pemerintah setempat.  Dengan adanya struktur organisasi akan dapat dilihat posisi tiap bagian, wewenang dan tanggung jawab serta jalur tanggung gugat disesuaikan dengan sistim penugasan yang digunakan dalam organisasi(3)

Koordinasi pelaksana dalam mengimplementasikan  kebijakan   diperlukan untuk menyatukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan bersama, koordinasi penting dilakukan karena dalam pelaksanaan suatu program seperti posyandu lansia ini terdapat banyak kegiatan yang berlainan yang dilakukan oleh banyak orang. Kebutuhan akan koordinasi timbul sewaktu-waktu disa’at banyak pihak yang terlibat. Apabila terdapat keadaan saling bergantungan diantara beberapa pihak dan beberapa kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-kegiatan terbut dikoordinasikan.(26).

Untuk mengetahui cara koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan program posiandu lansia ini dari hasil wawancara dengan informan utama disimpulkan bahwa koordinasi mutlak harus dilakukan baik dalam lintas program maupun dalam lintas sektor dan harus ditegaskan dalam bentuk SK yang ditanda-tangani oleh Kepala Puskesmas dan Ketua RW. Walau pun semua petugas mengetahui tentang koordinasi tapi baru hanya satu puskesmas yang membuat SK Seperti dinyatakan sebagai berikut.

		Kotak 22

“Koordinasinya, dengan lintas program yang ada di puskesmas.Kalau lintas sektornya dengan kelurahan ,RW, kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang membuat SK petugas tapi dengan cara musyawarah,kemudian di SK kan. ditandatangani oleh kepala puskesmas untuk lintas program ,kalau lintas sektor oleh RW dan kepala Puskesmas.





 Menurut informasi yang didapat dari sebagian informan trianggulasi didapatkan sedikit perbedaan informasi dimana informan menyatakan bahwa koordinasi sudah dilakukan dan sudah dibuatkan SK. Sesuai dengan kutipan dibawah ini.

		Kotak 23

“Ya pasti kita bikin jejaringnya,adakok SK nya.tapi ya hanya sekedar SK tidak jalan.Koordinasinya baru sebatas lintas program,SK nya itu ditandatangani oleh kepala puskesmas dan RW”.TR1

“Koordinasi pelaksanaan Posyandu baik, Jejaring kerja sama lintas program dan lintas sektor ada, tapi tidak tertulis dan tidak ada SK. Harusnya ada SK nya, walaupun demikian secara kenyataan Posyandunya jalan”.TR2





Prinsip-prinsip koordinasi adalah adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama, adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan tersebut, adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama, adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.(27).

Aspek karakteristik badan pelaksana selanjutnya yang akan diteliti adalah alur pelayanan kesehatan lansia dalam melayani lansia apabila lansia sakit untuk mengetahui sejauh mana kesiapan petugas dalam melayani lansia. Apabila ada lansia yang sakit yang harus dirujuk ke Puskesmas untuk hal ini tidak ada alur khusus yang dipedomani,  hal ini dinyatakan oleh 3 dari 4 informan yang diwawancara, sebagai beikut.

		Kotak 24

“Tidak ada alur yang khusus buk,lansia yang sakit diobati diposyandu kalau belum sembuh diberi surat rujukan ke Puskesmas”.IU2

“Tidak ada alur yang khusus buk”.IU4





Seharusnya alur pelayanan harus ada, untuk pedoman baik bagi petugas lansia maupun lansia sendiri  agar tidak ada perbedaan persepsi dan pengertian bagi semua pihak yang terkait dalam alur pelayanan nantinya.

Untuk mengetahui apakah langkah-langkah pelaksanaan posyandu lansia yang berjalan sekarang ini sudah cukup baik apa belum atau perlu direvisi atau tidak, 3 dari 4 informan menyatakan sudah bagus sehingga tidak perlu direvisi namun untuk menjalankannya secara utuh kami tidak bisa karena kekurangan kader dilapangan dan satu informan menyatakan tidak faham dengan langkah-langkah pelaksanaan posyiandu ini, seperti yang disampaikan berikut ini.

		Kotak 25



“Menurut saya langkah-langkah pelaksanaan posyandu sudah bagus, tapi saya tidak bisa menjalankan semua karena kader posyandunya kurang. Revisi tidak perlu buk, jalankan saja yang sudah benar ini dulu”.IU4

“Saya tidak begitu paham tentang langkah-langkah pelaksanaan posyandu buk ,saya hanya      menjalankan yang sudah berjalan,karena  baru di program ini tadinya saya memegang BP dan Kusta”.IU1





Selain dari kurangnya kader adalah kurangnya sarana dan prasarana serta petugas yang ditugaskan menjabad tugas rangkap yang menyebabkan langkah-langkah pelaksanaan posyandu tidak 100% bisa direalisasikan.

		Kotak 26



“Petugas lansia melaksanakan langkah –langkah Posyandu sudah bagus.tapi tidak bisa dijalankan semua,karena petugas rangkap ,kader kurang, sarana para sarana kurang, langkah-langkah pelaksanaan posyandu.saya rasa tidak perlu direvisi, lengkapkan saja kekurangannya”.TR3





Dalam hal untuk menjaga kontinyuitas pelaksanaan program posyandu lansia, apabila petugas berhalangan hadir biasanya tugas pelaksanaan program posyandu lansia didelegasikan ke petugas program lainnya di Puskesmas. Dari hasil wawancara semua informan  menyatakan bahwa tugas didelegasikan kepada petugas Gizi/BinWil. Bagi yang menerima pendelegasian tugas ini 3 dari 4 informan menyatakan bahwa harus ada surat tugas dari kepala Puskesmas sedangkan satu lainnya menyatakan cukup lisan saja seperti pernytaan berikut ini.

		Kotak 27



“Saya titipkan ke Binwil buk (petugas yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat yang ada di wilayah RW tersebut)sebaiknya ada surat tugasnya dari kepala Puskesmas”.IU1

“Dititipkan ke Binwil buk,atau kepetugas gizi sebaiknya ada surat tugasnya dari kepala Puskesmas”.IU4

“Tugas posyandu hari itu saya tugaskan ke petugas yang biasa membantu di posyandu, penyerahan tugasnya cukup dengan lisan. Asal ijin dulu ke saya”.TR4





Untuk mengetahui lebih mendalam dalam hal pelaksanaan program posyandu lansia ini peneliti juga menggali informasi menganai cara monitoring yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi program posyandu lansia. Monitoring untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan kondisi kelompok sasaran antara sebelum dan sesudah kebijakan program diimplementasikan, monitoring juga diperlukan untuk menilai suatu kebijakan atau program mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan monitoring juga untuk memastikan apakah keluaran kebijakan sampai kepada kelompok sasaran dengan tepat sesuai dengan indikator. Dari semua informan mengatakan  koordinator lansia belum pernah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan posyandu. 2 informan diantaranya mengatakan tidak ada pengawasan dari kapus, karena tidak ada dananya, 2 informan lagi mengatakan kapusnya sibuk, seperti yang disampaikan berikut ini.

		Kotak 28



“Sampai saat ini Dinas (koordinator lansia) tidak ada tuh melakukan monitoring terhadap pelaksanaan posyandu”.IU1

“Monitoring…?sama ngak ya..dengan evaluasi, kalau sama ya ada, kalau ngak ya belum, koordinator lansia tidak ada melakukan monitor terhadap pelaksanaan posyandu”.IU3

“Kalau kepala puskesmas belum pernah melakukan pengawasan, mungkin tidak ada uangnya kali ya buk”IU1





Dari informan trianggulasi didapatkan informasi bahwa monitoring memang tidak pernah dilakukan, tapi sewaktu petugas yang lama monitoring selalu dilakukan..

		Kotak 29



“Koordinator yang baru ini belum pernah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan posyandu, tapi dulu sewaktu dipegang oleh koordinator yang lama monitoring selalu dilakukan”.TR3





Dari beberapa aspek dalam karakteristik badan pelaksana posyandu lansia yang dikaji meliputi penyusunan struktur organisasi dan tim kerja, koordinasi pelaksanaan, pendelegasian wewenang, pengawasan pelaksanaan dan monitoring dalam program posyandu lansia didapatkan bahwa penyusunan struktur organisasi dan tim kerja belum ada, tidak ada pendelegasian wewenang secara terulis kepada petugas yang menggantikan tugas posyandu lansia dan koordinasi dalam program posyandu lansia belum dilaksanakan secara optimal baru sebatas lintas program dan kader posyandu lansia.Artinya DKK Cirebon dalam hal ini belum melakukan variabel karakteristik badan pelaksana, sehingga program posyandu lansia hanya suatu program yang berjalan tampa ada yang menkoordinir, tidak ada kesepakatan kerja yang jelas dan akhirnya mengakibatkan program posyandu lansia ini berjalan seadanya. Seharusnya DKK Cirebon membuat pembagian tugas dan wewenang yang jelas baik secara administratif maupun teknis dan diadopsi oleh puskesmas disesuaikan dengan situasi puskesmas masing-masing. 

5. Lingkungan Politik, Sosial dan Ekonomi

Lingkungan sosial politik merupakan lingkungan yang berhubungan dengan masyrakat yang mempunyai kontribusi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan lingkungan eksternal dari Puskesmas. Lingkungan sosial politik dalam penelitian ini meliputi tanggapan kepala puskesmas, dan pihak lain, tanggapan masyarakat pada posyandu lansia, menerima,berpatisipasi, cara menjalin kerja sama dengan sektor lain (tim penggerak PKK, pengusaha dan sponsor yang lain), gambaran ekonomi /pendidikan lansia di kelompok Posyandu, ada tidak pebedaan hasil cakupan yang dibina,angka kesakitan,pada lansia yang ekonomi tinggi/pendidikan tinggi dengan ekonomi/pendidikan rendah, kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku mempengaruhi program posyandu lansia, stakeholder yang terlibat dalam program posyandu lansia serta tugas dan fungsinya masing-masing stakeholder dalam membantu pelaksanaan posyandu lansia dan sejauh mana mereka mendukung posyandu lansia, dan ada tidak dukungan dana untuk pelatihan/refresh posyandu lansia.

Untuk mengetahui sejauh mana program posyandu lansia ini mendapat dukungan dari Kepala Puskesmas dan pihak lainnya penulis melakukan wawancara terhadap informan utama. Semua informan utama menyampaikan bahwa Kepala Puskesmas belum secara maksimal menunjukkan dukungannya terhadap program posyandu lansia dan dukungan pihak lain dalam hal ini baru sebatas kerjasama dengan RW dan bantuan dari kader posyandu setempat.

Kotak.30.

“Tanggapan kepala puskesmas…ada niat sih untuk menggalakkan secara bertahap dan tidak memaksa,kami belum ada kerjasama dengan pihak lain,hanya baru kader posyandu”.IU1

“Tanggapan kepala puskesmas…suruh menjalankan saja buk,kita belum ada kerja sama dengan pihak lain,hanya baru kader posyandu”.IU2

“Tanggapan kepala puskesmas,,,diminta melaksanakan semampunya dan berusaha untuk meningkatkan,RW dan masyarakat sangat antusias sekali”.IU4

Mengenai tanggapan masyarakat pada posyandu lansia apakah , menerima,berpatisipasi, itu hanya ditanyakan pada informan trianggulasi saja.Peneliti tidak menanyakan tanggapan masyarakat pada informan utama karena informan utama sudah bekerja sama dengan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan posyandu lansia seperti dengan kader, RW dan keluarga lansia.Juga untuk mengetahui sejauh mana Kepala Puskesmas tanggap terhadap Posyandu. Dalam hal ini kepala Puskesmas menjelaskan sebagai berikut.

		Kotak 31.



“Masyarakat sangat senang terutama masyarakat lansia,tapi yang berpatisipasi baru kader, keluarga lansia dan RW, kader dan keluarga berbentuk tenaga,kalau RW ya suport dan sedikit dana” Tr1

“Tanggapan masyarakat baik,menerima,tapi yang berpatisipasi baru kader dan RW kadang-kadang suport dana PMT sedikit ”..TR2





Pengaruh tingkat sosial dan ekonomi pada angka cakupan kesakitan dari data semua informan menyatakan bahwa lansia dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah lebih aktif datang ke posyandu lansia dibandingkan dengan lansia dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh lansia yang tingkat ekonominya yang lebih baik lebih memilih dokter swasta dalam merawat kesehatannya.

		Kotak 32



“Ya adalah,kalau cakupan kunjungan, lebih banyak pada kelompok yang ekonomi,pendidikan rendah karena mereka sangat membutuhkan sekali posyandu,banyak yang sakit. sedangkan ekonomi,pendidikan tinggi mereka lebih sibuk dan banyak berobat kedokter swasta,kalau angka kesakitan,pada yang kaya susah memantaunya”.IU1

“Pasti ada perbedaan,lah buk kunjungan posyandu, lebih banyak pada kelompok yang ekonomi,pendidikan rendah karena mereka sangat membutuhkan sekali posyandu,banyak yang sakit. sedangkan ekonomi,pendidikan tinggi mereka lebih sibuk dan banyak berobat kedokter swasta,kalau angka kesakitan, sama aja lain- lain penyakitnya.di ekonomi/pendidikan yang rendah banyak nya sakit batuk,mencret pada ekonomi tnggi banyaknya diabet,tekanan darah tinggi”.IU3

“Ada,kalau cakupan kunjungan, lebih banyak pada kelompok yang ekonomi,pendidikan rendah karena gratis dapat PMT lagi, mereka sangat membutuhkan sekali posyandu, ekonomi,pendidikan tinggi mereka lebih sibuk dan banyak berobat kedokter,kalau angka kesakitan,pada yang kaya susah memantaunya”IU4





Dari informasi informan utama diatas mengacu jawaban dari informan trianggulasi  yang memberikan jawaban bervariasi, dari 5 informan trianggulasi 2 informan menyatakan lingkungan kumuh atau miskin pasti banyak yang datang 1 informan menyatakan golongan ekonomi rendah lebih disibukkan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup jarang datang ke posyandu.1 informan lagi menyatakan ada perbedaannya tapi tidak signifikan. 1 informan  tidak ditanyakan (koordinator posyandu lansia) karena beliau tidak terpengaruh masaalah lapangan. Sesuai dengan kutipan dalam kotak berikut.

Kotak 33

“ Ada,kalau posyandunya berlokasi di lingkungan kumuh atau miskin pasti banyak yang datang karena berobat gratis dapat snak pula. Kalau dilingkungan ekonomi,pendidikan tinggi mereka  sibuk,malahan masih ada yang bekerja seperti mengajar beliau banyak berobat kedokter swasta jarang hadir ke posyandu atau tidak pernah,untuk angka kesakitannya,susah memantaunya”TR1

“Jelas sangat ada pengaruh antara lansia yang ekonomi/pendidikan tinggi dengan yang pendidikan/ekonominya rendah, kalau yang ekonomi rendah biasanya kondisi kesehatannya lebih jelek karena biasanya golongan ekonomi rendah ini lebih disibukkan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup jarang datang ke posyandu, dan sebagainya. Sebaliknya yang pendidikan tinggi/ekonominya lebih baik biasanya kesehatannya juga lebih baik, karena rata-rata golongan ini tidak lagi disibukkan dengan urusan ekonomi sehari-hari.Angka kesakitan pada lansia yang kaya susah memantaunya”TR2

“Ada sih perbedaannya tapi tidak signifikan, alasannya berbeda-beda. Sebagai contoh di Kelompok posyandu yang kaya tidak hadir ke posyandu karena merasa dia sudah punya dokter pribadi. Kalau kelompok yang miskin tidak hadir ke Posyandu karena mereka sibuk dalam mencari nafkah”TR4

Walaupun jawaban yang diberikan bervariasi tetapi pada intinya didapatkan bahwa linkungan sosial  ekonomi yang ada pada masyarakat sangat berpengaruh terhadap cakupan kunjungan lansia.

Selanjutnya dari hasil wawancara tentang siapa saja yang harus terlibat dalam program posyandu lansia, berdasarkan informasi dari semua informan utama menyatakan bahwa stake holder, adalah kepala puskesmas, tokoh masyarakat, LSM dan keluarga usia lanjut,  tapi apa tugas dan fungsi masing-masing stakeholder semua informan menyatakan tidak tahu, yang mendukung dan berpartisipasi baru dari kader posyandu, RW dan keluarga lansia. 

Kotak 34.

“Seharusnya sih kepala Puskesmas, tokoh masyarakat, LSM, kader, keluarga usia lanjut, Tugas dan fungsinya ngak tahu buk,,, yang membantu baru kader posyandu”.IU2

“Stakeholder yang terlibat dalam posyandu adalah, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu PKK, LSM (kader posyandu), keluarga usia lanjut, Tugasnya belum jelas selain kader, yang mendukung posyandu baru kader posyandu, RW, dan keluarga lansia

“Stakeholdernya adalah RW,RT,tokoh masyarakat,LSM, tokoh agama, kader posyandu dan keluarga usia lanjut, Tugasnya ngak jelas buk tapi yang berpatisipasi baru kader posyandu”.IU4

Dalam hal ini tanggapan dari kepala Puskesmas selaku informan  triangulasi mengenai stakeholder hanya satu informan trianggulasi yang tahu tugas dan fungsi masing-masing stake holder.

		Kotak 35

.

“Selain kita orang kesehatan yaitu ,kelurahan dalam hal ini RW, tokoh masyarakat,tokoh agama, LSM,keluarga usia lanjut. Tugasnya: RW yang punya wilayah dan masyarakat mensuport kegiatan tersebut, tokoh masyarakat dan tokoh agama tugasnya menggerakkan masyarakat untuk menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan posyandu, LSM (kader) membantu petugas posyandu lansia dalam pendaftaran, penyuluhan, keluarga usia lanjut mendukung lansia untuk mengantar maupun mengingatkan lansia untuk datang ke posyandu.yang mendukung baru hanya RW dan kader posyandu  ”TR1





Seharusnya kegiatan pelayanan untuk usia lanjut dapat dilakukan oleh petugas lansia, petugas kesehatan  terkait, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, keluarga usia lanjut ataupun usia lanjut sendiri. sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Semua stake holder, harus mau bersungguh-sungguh untuk terlibat dalam mendukung program posyandu lansia. Ini bagian dari permasalahan kita bagaimana menggerakkan semua stake holder ini agar mau terlibat secara langsung dan sungguh-sungguh.

Untuk mengetahui  sejauh mana dukungan dana untuk pelatihan/refresh posyandu lansia didinas kesehatan kota Cirebon Semua informan menyatakan dukungan dana untuk pelatihan tidak ada,tapi untuk refresh ada sekali setahun dalam bentuk rekreasi bersama petugas dan kader Posyandu dukungan dana nya dapat dari dana BOK dan kas RW.

Kotak 36.

“Kalau untuk pelatihan tidak ada buk,tapi untuk refresing ada sekali setahun,bersama dengan kader posyandu balita dan lansia,serta semua petugas Puskesmas dananya dari kas RW,kas Puskesmas dan tambahan dari dana BOK” IU1

“Untuk pelatihan tidak ada ,tapi untuk refresing ada sekali setahun,bersama dengan kader posyandu, dananya dari kas RW,dan keluarga lansia”IU2

“Dukungan dana untuk pelatihan barangkali tidak ada, makanya petugas belum dilatih,kalau untuk refresh ada sekali setahun berbentuk rekreasi”.TR2

“Kalau untuk pelatihan tidak ada. tapi untuk refresing ada sekali setahun,bersama dengan kader posyandu balita dan lansia,serta semua petugas Puskesmas dananya dari kas  Puskesmas, tambahan dari dana BOK,dan kas RW”.TR3

Secara keseluruhan aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik meliputi tanggapan kepala puskesmas dan pihak lain, tanggapan masyarakat pada posyandu lansia, menerima,berpatisipasi, cara menjalin kerja sama dengan sektor lain, gambaran ekonomi /pendidikan lansia di kelompok Posyandu, ada tidak pebedaan hasil cakupan yang dibina,angka kesakitan,pada lansia yang ekonomi tinggi/pendidikan tinggi dengan ekonomi/pendidikan rendah, kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku mempengaruhi program posyandu lansia, stakeholder yang terlibat dalam program posyandu lansia serta tugas dan fungsinya masing-masing stakeholder dalam membantu pelaksanaan posyandu lansia, sejauh mana mereka mendukung posyandu lansia, dan ada tidak dukungan dana untuk pelatihan/refresh posyandu lansia dikota Cirebon,didapatkan bahwa linkungan ekonomi sosial dan politik dikota Cirebon sangat berpengaruh dan tidak mendukung.

6. Sikap pelaksana dalam implementasi program posyandu lansia

Dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana tanggapan informan  terhadap penerapan program Posyandu Lansia,sudah sesuaikah dengan ketentuan yang berlaku,keyakinan petugas, bahwa posyandu lansia dapat membantu meningkatkan umur harapan hidup (uhh) efektif tidaknya Posyandu dilakukan di RW-RW, langkah-langkah dalam meningkatkan jumlah kunjungan upaya apa saja yang sudah dilakukan, ada rencana kerja tidak, cara menanggulangi kendala-kendala yang ada dalam program posyandu lansia.  Dari semua informan utama menyatakan bahwa program posyandu lansia  ini cukup bagus untuk dilaksanakan,tapi untuk melaksanakannya sesuai ketentuan agak sulit,alasannya karena kurang tenaga dan dana . Informan juga menyatakan bahwa apabila semua ketentuan diaplikasikan dengan baik dan seluruh ketentuan dijalankan, fasilitas pendukungnya dilengkapi, maka pelaksanaan program  posyandu lansia akan berhasil meningkatkan uhh. dan sangat efektif sekali dilaksanakan di RW-RW

Kotak 37.

“Bagus,ingin melaksanakan sesuai ketentuan,tapi tak punya waktu., dan tidak ada dana, saya yakin kalau posyandu benar di jalankan dengan serius sesuai pedoman pasti bisa meningkatkan UHH dan sangat efektif dilaksanakan di RW-RW”IU2

“Cukup bagus, Tapi tidak bisa dilaksanakan sesuai pedoman yang ada dibuku ini,posyandu lansia tidak punya dana,dan saya juga memegang program lain.yakin..seyakin-yakinnya kalau posyandu benar di jalankan sesuai dengan buku pedoman ini, pasti bisa meningkatkan UHH, sangat efektif sekali buk dilaksanakan di RW-RW”IU3

“Cukup bagus, Tapi tidak bisa dilaksanakan sesuai pedoman yang ada dibuku ini,posyandu lansia tidak punya dana,dan saya juga memegang program lain.yakin..seyakin-yakinnya kalau posyandu benar di jalankan sesuai dengan buku pedoman ini, pasti bisa meningkatkan UHH, sangat efektif sekali buk dilaksanakan di RW-RW” IU4

Pernyataan-pernyataan petugas yang tidak bisa melaksanakan posyandu lansia sesuai ketentuan,juga dikatakan oleh kepala puskesmas.Kepala Puskesmas mengatakan bahwa petugas posyandu lansia  belum bisa melaksanakan semua langkah-langkah posyandu lansia sesuai ketentuan yang ada.Karena tenaga nya kurang,dananya tidak ada.

		Kotak 38.

“Tanggapan petugas cukup respon,penerapannya saya rasa belum sesuai pedoman,karena petugasnya belum khusus masih memegang program lain,juga belum dilatih, dan saya yakin kalau posyandu lansia ini benar dijalankan sesuai pedoman dan petugasnya dilatih dahulu sebelum ditugaskan, sarana parasarana nya di cukupi pasti bisa meningkat kan cakupan kunjungan lansia dan target kota Cirebon UHH 78 tahun akan tercapai.memang harusnya di RW mbak ,mendekatkan diri kemasyarakat.”TR2

“Tanggapan petugas terhadap kegiatan posyandu ini positif, Cuma mereka mengeluhkan merasa beban kerjanya berat dengan alasan tugas rangkap. Penerapannya belum maksimal, tapi saya yakin bahwa program posyandu ini dapat meningkatkan uhh, karena di posyandu ini terdeteksi secara dini penyakit-penyakit lansia sehingga bisa dilakukan perawatan secara paripurna. Kegiatan posyandu di RT/RW adalah sangat efektif yaitu langsung ke masyarakat/lansia”.TR4





Seharusnya kalau petugas itu respon terhadap program posyandu lansia pasti tidak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan program posyandu sesuai ketentuan walaupun memegang tugas lain, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan, sebagaiman yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.(17) 

Untuk meningkatkan kunjungan lansia dalam program posyandu lansia apa saja usaha yang sudah dilakukan oleh petugas, semua informan utama menyatakan bahwa ini perlu kerja sama dengan  lingkungan dan kader dimana posyandu akan dilaksanakan antara lain melalui pengumuman Speaker Masjid misalnya, dan bekerja sama dengan petugas BP dan Lab mengadakan pengobatan dan pemeriksaan gratis untuk lansia.Semua informan juga mengatakan bahwa mereka baru mempunyai rencana kerja pribadi belum mempunyai rencana kerja khusus program posyandu lansia.

		Kotak 39



“Kerja sama dengan  lingkungan antara lain melalui pengumuman Speaker Masjid, upaya yang sudah dilakukan bekerja sama dengan petugas BP dan Lab untuk mengadakan pengobatan dan pemeriksaan gratis.Rencana kerja saya punya,itu dipampangkan dipapan”.IU1

“Langkah-lankah dalam meningkatkan jumlah kunjungan Caranya pertama H min satu diingatkan lansianya door to door oleh kader,kemudian hari H nya diumumkan lewat toa mesjid hari ini ada posyandu Upaya yang udah dilakukan bekerja sama dengan BP mengadakan pengobatan gratis,.Kalau rencana kerja khusus lansia tidak ada,tapi rencana kerja pribadi ada”.IU2

“Kerja sama dengan kader untuk mengingatkan lansianya, H min satu door to door oleh kader.pada hari H nya kita umumkan lagi lewat pengeras suara mesjid. Upaya yang sudah dilakukan bekerja sama dengan petugas BP dan petugas laboratorium mengadakan pengobatan dan pemeriksaan guladarah gratis yang mana dananya kita dapatkan dari perelek.Kalau rencana kerja khusus lansia tidak ada,tapi rencana kerja pribadi ada”.IU3





Dalam hal ini kepala Puskesmas juga menyampaikan dalam meningkatkan kunjungan masing – masing petugas berbeda-beda  langkah-langkahnya,ada yang mendata lansia bersama kader door to door, ada yang melakukan konseling terpadu,ada yang mengatur menu sesuai dengan kondisi lansia yang datang, ada juga yang membuat PMT berpariasi tidak monoton serta senam lansia,Semua informan juga menyatakan petugasnya  mempunyai rencana kerja seperti kutipan berikut.

		Kotak 40



“Bersama kader petugas mencari lansia atau mendata lansia door to door sekalian mengingatkan hari posyandu setiap bulannya tanggal berapa.Sehari sebelum hari posyandu petugas mengingatkan  lansia atau keluarganya bahwa besok ada posyandu kadang-kadang lewat kader atau diumumkan dimesjid, pada hari H nya di umumkan lagi lewat pengeras suara mesjid.Upaya yang udah dilakukan mengajak kerja sama keluarga lansia dan ibu-ibu pengajian.Kalau rencana kerja khusus lansia tidak ada kayaknya sih,tapi rencana kerja petugas ada yang diketahui oleh saya”.TR1

“Akan dicoba konseling terpadu bersama  petugas Promkes, PHN, dokter Puskesmas serta ditingkatkan menu PMT nya dan diadakan senam lansia sekali seminggu.Upaya yang sudah dilakukan petugas lansia baru mencari lansia atau mendata lansia door to door sekalian mengingatkan hari posyandu setiap bulannya tanggal berapa.Dan jadwal Posyandu ditempelkan ditempat pelaksanaan Posyandu, pada hari H nya di umumkan lagi lewat pengeras suara mesjid.Rencana kerja petugas lansia ada,bikin setiap bulannya ”.TR2





Seharusnya langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah kunjungan lansia selain upaya tersebut diatas dilakukan motivasi lansia dengan cara penyuluhan sesuai dengan kebutuhan lansia sehingga dia tertarik untuk datang ke posyandu dan mengerti tentang  mafaatnya posyandu, kita ajak lansia berperan aktif dalam kegiatan posyandu lansia, kerja sama dengan stakeholder terkait ditingkatkan komunikasi dengan lansia, kita pelajari kenapa lansia tidak hadir dan evaluasi sikap petugas posyandu lansia. Dengan sikap petugas yang baik, lansia cendrung untuk selalu hadir atau mengikuti kegiatan yang diadakan di posyandu lansia.Semua petugas posyandu lansia harus mempunyai rencana kerja untuk pelaksanaan program posyandu lansia agar tidak terjadi ke vakuman program dan tumpang tindih kegiatan. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang cara apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada khususnya dalam hal mengatasi kekurangan dalam hal sikap pelaksana ini, semua informan menyatakan kendala pengetahuan merupakan kendala yang utama. Dalam hal ini informan hanya bisa membaca buku-buku tentang program posyandu, dalam hal kendala pelaksanaan di Lapangan informan bekerja sama dengan program terkait dan kader. juga melalui petunjuk dan arahan dari kepala Puskesmas.Berikut kutipannya.

		Kotak 41



“Kalau kendala ilmu pengetahuan saya baca buku yang ada hubungannya dengan lansia,kalau tekniknya saya bekerja sama dengan program terkait dan kader posyandu.Kadang saya minta petunjuk sama kepala Puskesmas”IU1

“Dalam menanggulangi kendala-kendala yang ada biasanya kami diskusikan dengan petugas lapangan/petugas posyandu dan dalam rapat di DKK kami lakukan pembahasan sesama kepala Puskesmas”TR1

“Kendala yang kami hadapi adalah petugasnya kurang dan belum dilatih untuk menangani posyandu lansia, cara kami menanggulanginya dengan cara memberi pengarahan langsung kepada petugas sesuai pengetahuan yang ada pada kami”.TR2





Koordinator lansia DKK Cirebon selaku penanggung jawab program posyandu lansia mengungkapkan ada beberapa hambatan dan kendala untuk melaksanakan posyandu lansia diantaranya pemerintah kota Cirebon kurang kepeduliannya sehingga petugas belum ada yang dilatih,belum tersedianya beberapa fasilitas seperti tempat posyandu yang masih bergabung dengan posyandu balita,sistim rekrutmen pegawai baru dengan sistim kontrak sehingga menyulitkan upaya regenerasi,misalnya petugas yang sudah dilatih pindah diangkat sebagai PNS ditempat lain termasuk koordinator sendiri. Beberapa usulan yang disampaikan oleh koordinator lansia jika posyandu lansia dijalankan dengan baik pemerintah daerah dan DKK Cirebon menentukan target / standar pelayanan minimal, koordinator dan petugas dilatih tentang posyandu lansia, ada evaluasi dan supervisi dari kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

Dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh petugas posyandu maupun informan trianggulasi dapat dijelaskan bahwa ada keterkaitan antar keenam faktor tersebut.Tidak jelasnya ukuran dasar dan tujuan kebijakan posyandu lansia mempunyai dampak tidak lansung terhadap sikap pelaksana yang terwujud tidak optimalnya dilaksanakan program posyandu lansia. Sumber daya yang kurang memadai mempengaruhi komunikasi dan pelaksanaan posyandu lansia. Pada sisi yang lain sikap pelaksana dapat dipengaruhi secara lansung tersedianya sumber daya. Sikap pelaksana yang enggan melaksanakan posyandu lansia dengan bermacam alasan dipengaruhi oleh sumber daya yang kurang memadai, jika sumber daya tersedia, para pelaksana akan melaksanakan kebijakan dengan senang hati, sebaliknya jika tidak cukup tersedia sumber daya maka dukungan dan ketaatan terhadap program akan menurun.

Dari analisa diatas bila dibandingkan dengan hasil penelitian sejenis terdahulu yang pernah dilakukan (penelitian program santun lansia) terdapat perbedaannya pada variable sumberdaya dan variable lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Variable Sumberdaya pada program santun lansia tidak banyak pengaruhnya karena program dilaksanakan di Puskesmas, tenaga/petugas yang ada tidak hanya terbatas pada petugas khusus lansia saja, tetapi petugas lain yang ada di Puskesmas juga bisa seperti dokter, perawat dan bidan pun  masih bisa melaksanakan program santun lansia,  sedangkan pada posyandu lansia kegiatannya dilakukan  diluar Gedung Puskeskesmas yaitu di RW-RW, sehingga memerlukan petugas khusus dengan keahlian khusus karena petugas berhadapan selain dengan lansia juga berhubungan dengan kader dan stake holder lainnya dan melakukan tugas khusus pembinaan yang tidak terdapat dalam tugas program santun lansia, dan selain itu apabila petugas berhalangan melaksanakan tugas diperlukan pendelegasian yang jelas kepada petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas. Dalam hal variable sosial ekonomi dan politik peneliti terdahulu tidak melakukan penelitian sedangkan dalam penelitian ini  peneliti melakukan penelitian karena variable sosial ekonomi dan politik ini ada pengaruhnya terhadap implentasi program posyandu lansia. 

Secara teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam implementasi suatu kebijakan sumber daya manusia layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu SDM yang ahli, terlatih dan diberikan job description yang jelas.

Lingkungan ekonomi dan sosial politik dalam implementasi suatu kebijakan akan mempengaruhi katakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana dan pencapaian target program, dengan demikian setiap kebijakan dan juklaknya harus dibuat sesuai dengan lingkungan ekonomi dan sosial politik yang ada agar kebijakan mendapat dukungan dari semua stake holder(4).








      BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian mengenai ImplementasiI Program Posyandu Lansia Di Kota Cirebon yang merujuk pada teori implementasi Van Meter dan Van Horn  menunjukan bahwa implementasi program Posyadu lansia belum optimal, didapatkan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

A. Kesimpulan

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Sampai saat ini belum ada rumusan tertulis untuk ukuran dasar dan tujuan kebijakan posyandu lansia di Dinas Kesehatan Kota Cirebon, baik dalam bentuk aturan pelaksanaan maupun indikator keberhasilan dan target pelaksanaan posyandu lansia

2. Ketersedian Sumber daya Program Posyandu Lansia

a. Sumber daya manusia. 

Petugas khusus posyandu lansia saat ini belum ada, banyak program lain yang dibebankan pada petugas, kurang kompeten, belum mampu untuk melaksanakan semua langkah–langkah posyandu lansia karena belum dilatih 

b. Pendanaan

Anggaran untuk program posyandu lansia di kota Cirebon kurang, tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan posyandu lansia.

c. Sarana para sarana

Semua RW  belum memilki tempat khusus untuk pelaksanaan posyandu lansia, tempat kegiatan masih bergabung dengan posyandu balita termasuk fasilitas peralatan. Alat untuk pemeriksaan kesehatan sebagian ada, kebanyakan peralatan tersebut tidak memenuhi kualitas, ATK dan formulir tidak ada 

3. Komunikasi 

a. Sosialisasi

Petugas posyandu lansia belum mendapatkan  sosialisasi tentang cara pelaksanaan posyandu lansia. Penerimaan informasi yang terbatas pada pelaksana, koordinator dan kepala puskesmas, hal ini dikarenakan sering berganti-gantinya petugas dan belum lama petugas tersebut diposyandu lansia 

b. Evaluasi paska pelatihan

Evaluasi paska pelatihan tidak ada karena petugas belum satupun yang sudah mendapat pelatihan. 

c. Supervisi  oleh koordinator.

Supervisi disampaikan bersamaan dengan supervisi program puskesmas lainnya, tidak bersifat khusus yang mengesankan bahwa program posyandu lansia ini hanya sebagai program tambahan di Puskesmas.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

a. Persiapan 

1) Penyusunan tim kerja/struktur organisasi program posyandu lansia belum ada.

2) Alur pelayanan posyandu secara tertulis tidak ada.

b. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan program posyandu di DKK Cirebon petugas belum melaksanakan langkah–langkah pelaksanaan program sesuai standar. 

c. Pengawasan pelaksanaan/monitoring

    Pengawasan/monitoring pelaksanaan posyandu lansia di kota Cirebon dari koordinator lansia belum pernah dilakukan dan tidak ada pengawasan melekat yang jelas dari kepala puskesmas, Disimpulkan bahwa program posyandu lansia dikota Cirebon karakteristik badan pelaksananya tidak jelas, sehingga program posyandu lansia hanya suatu program yang berjalan tanpa ada yang mengkoordinir, koordinator ada tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, 

5. Lingkungan politik sosial dan ekonomi

a. Kepala Puskesmas belum secara maksimal mendukung program posyandu lansia dan pihak lain baru sebatas kerjasama dengan RW dan kader posyandu setempat

b. Gambaran ekonomi/pendidikan lansia sangat mempengaruhi kehadiran lansia diposyandu

c. Keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan posyandu lansia di Kota Cirebon belum mendukung secara optimal dan belum terkoordinasi dengan baik 

d. Jejaring pelaksanaan program posyandu lansia belum terbentuk dan terkoordinir

e. Dukungan dana untuk pelatihan tidak ada



6. Sikap pelaksana

Aspek sikap pelaksana yang dikaji meliputi tanggapan pelaksana terhadap penerapan posyandu, keyakinan petugas untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah untuk meningkatkan kunjungan disimpulkan sebagai berikut:

a. Semua pelaksana menyatakan program posyandu bagus, tetapi belum dilaksanakan secara maksimal.

b. Petugas yakin bahwa posyandu lansia wadah yang bisa meningkatkan kesehatan lansia dan meningkatkan umur harapan hidup, kalau petugasnya dilatih, dana dan prasarana dilengkapi, stakeholdernya mendukung.

c. Langkah-langkah yang dilakukan petugas dalam meningkatkan jumlah kunjungan lansia baru sebatas pemberitahuan dan mengingatkan hari posyandu.

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas peneliti mengusulkan beberapa saran untuk mengoptimalkan  pelaksanaan program posyandu lansia di DKK Cirebon  sebagai berikut:

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Disarankan DKK menerbitkan rumusan tertulis untuk ukuran dasar dan tujuan kebijakan posyandu lansia yang meliputi juklak yang jelas antara lain: aturan pelaksanaan, indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai.

2. Ketersedian sumberdaya program

a. Sumber daya manusia 

Disarankan DKK Cirebon menugaskan, petugas khusus posyandu lansia,  dihindari petugas dengan jabatan rangkap dengan program lain. Petugas harus mendapat pelatihan/training yang lengkap materi tentang posyandu lansia baik dari sisi manajemennya maupun sisi teknis pelaksanaan dilapangan.

b. Pendanaan 

Penambahan alokasi dana untuk pelaksanaan program posyandu lansia. 

c. Sarana dan prasarana 

Melengkapi sarana prasarana yang belum ada seperti tempat pertemuan dan peralatannya, alat untuk pemeriksaan kesehatan, ATK, formulir KMS, buku kesehatan lansia dan media KIE program posyandu lansia disarankan menyediakan poster, banner, alat praga menu seimbang, film, vidio program posyandu lansia.

3. Komunikasi

a. Sosialisasi 

Disarankan DKK meningkatkan sosialisasi tentang cara pelaksanaan posyandu lansia kepada petugas. Secara berkesinambungan dan tidak hanya melalui paparan tetapi dengan menggunakan berbagai media 

b. Evaluasi 

Disarankan koordinator selalu memberikan informasi dan hasil evaluasi kepada petugas posyandu lansia untuk meningkatkan kegiatan posyandu lansia dan mengadakan evaluasi rutin, minimal 1 bulan sekali tentang program posyandu lansia

c. Supervisi  oleh koordinator.

Melakukan supervisi khusus/tersendiri terhadap petugas dan kader, jangan digabung melakukan supervisi dengan program lainnya, sehingga bisa diyakinkan bahwa posyandu lansia merupakan satu program yang dikhususkan. 

4. Karakteristik Badan Pelaksana

a. Disarankan DKK dan kepala puskesmas membentuk dan menetapkan tim kerja/struktur organisasi posyandu  lansia.

b. Puskesmas membuat alur pelayanan posyandu lansia secara tertulis. membuat juklak khusus dalam hal terjadi penggantian/pendelegasian petugas dan surat resmi kepada pengganti, agar tidak timbul keraguan dalam melaksanakan kegiatan posyandu.

c. Koordinator menjadwalkan pelatihan-pelatihan untuk petugas posyandu lansia. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan posyandu lansia .

5. Lingkungan politik sosial dan ekonomi

a. Disarankan kepala puskesmas melakukan terobosan-terobosan agar stake holder yang terlibat didalam kegiatan posyandu lansia bisa ikut aktif dan berperan dengan optimal.

b. Membentuk dan mengkoordinir jejaring pelaksanaan program posyandu.

c. Bagi petugas meningkatkan kerja sama dengan kader  agar program posyandu lansia mendapat dukungan penuh dari lansia maupun stake holdernya.



6. Sikap pelaksana 

a. Disarankan petugas melaksanakan posyadu lansia secara maksimal, menjabarkan target-target kedalam bentuk program, menjalankannya dengan konsisten dan melakukan evaluasi secara rutin.

b. Petugas membuat laporan secara berkala hasil kegiatan kepada Kepala puskesmas dan DKK Cirebon
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